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ABSTRAK 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN SISTEM 
BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG BERBASIS EVIDENCE 

DI TELUK LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG 
 

Oleh 
 

Nazdan 
 

Keberlanjutan sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di Indonesia, termasuk di 
Teluk Lampung, Sumatra, masih belum banyak dikaji secara komprehensif, padahal sistem 
ini telah menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini 
bertujuan mengevaluasi tingkat keberlanjutan budidaya KJA di 15 lokasi perairan Teluk 
Lampung dengan menggunakan pendekatan Rapid Appraisal for Fisheries (Rapfish) yang 
mencakup lima dimensi: ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. Analisis 
leverage digunakan untuk mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh terhadap posisi 
keberlanjutan, sedangkan simulasi Monte Carlo diterapkan untuk menguji kestabilan hasil 
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teluk Hurun memiliki performa terbaik pada 
dimensi sosial, kelembagaan, dan teknologi; Pulau Pasaran menunjukkan sensitivitas tinggi 
pada dimensi ekonomi; Labuhan Sawah sensitif pada dimensi ekologi; sementara Labuhan 
Kramat Pulau Legundi memperoleh nilai keberlanjutan terendah pada dimensi ekonomi. Nilai 
robust error dari simulasi Monte Carlo terhadap indeks keberlanjutan KJA di Teluk Lampung 
menunjukkan sebagian besar dimensi memiliki kestabilan hasil yang baik. Namun, beberapa 
dimensi seperti kelembagaan di Pulau Kubur, Teluk Ratai, dan Pahawang Lunik (>0,25) serta 
sosial di Pulau Tegal (=0,25) menunjukkan hasil yang kurang stabil. Secara umum, indeks 
keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung adalah 63,36, yang termasuk dalam kategori 
Cukup Berkelanjutan. Temuan ini memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan 
pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan serta mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) dan tujuan 14 
(Ekosistem Lautan). 

Kata kunci: KJA, Rapfish, Teluk Lampung, Keberlanjutan, Monte Carlo, SDGs 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR FLOATING NET 
CAGE AQUACULTURE SYSTEMS AN EVIDENCE BASED 
APPROACH IN LAMPUNG BAY, LAMPUNG PROVINCE 

 
By 

 
Nazdan 

 
The sustainability of Floating Net Cage (FNC) aquaculture systems in Indonesia, including 
in Lampung Bay, Sumatra, has not been comprehensively assessed, despite their role as a 
vital source of livelihood for coastal communities. This study aims to evaluate the 
sustainability of FNC aquaculture in 15 sites across Lampung Bay using the Rapid Appraisal 
for Fisheries (Rapfish) approach, which encompasses five dimensions: ecological, economic, 
social, institutional, and technological. Leverage analysis was applied to identify the most 
influential attributes affecting sustainability status, while Monte Carlo simulations were 
conducted to test the robustness of the results. The findings reveal that Hurun Bay performed 
best in the social, institutional, and technological dimensions; Pasaran Island showed high 
sensitivity in the economic dimension; Labuhan Sawah was sensitive in the ecological 
dimension; whereas Labuhan Kramat, Legundi Island recorded the lowest sustainability 
score in the economic dimension. The robust error values from Monte Carlo simulations 
indicated that most dimensions demonstrated stable results, although some dimensions such 
as institutional in Kubur Island, Ratai Bay, and Pahawang Lunik (>0.25) and social in Tegal 
Island (=0.25) showed less stability. Overall, the sustainability index of FNC aquaculture in 
Lampung Bay was 63.36, categorized as Moderately Sustainable. These findings provide a 
scientific basis for policy formulation in sustainable aquaculture management and contribute 
to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 2 (Zero 
Hunger) and Goal 14 (Life Below Water). 

Keywords: Floating Net Cage, Rapfish, Lampung Bay, Sustainability, Monte Carlo, SDGs 
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MOTTO 
 

“Jangan menyerah, langkah kecil yang konsisten lebih kuat daripada diam.” 

(Penulis) 

 

“Keberlanjutan sistem budidaya Keramba Jaring Apung bukanlah hasil dari langkah sesaat, 
melainkan buah dari ketekunan, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan keputusan yang 

berpijak pada bukti ilmiah, yang melalui keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, sosial, 
kelembagaan, dan teknologi memungkinkan budidaya KJA terus berkembang sebagai 

penopang kehidupan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian perairan bagi generasi 
mendatang, karena keberlanjutan adalah sebuah pilihan.” 

(Penulis)  
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam pengelolaan 

sumber daya alam, termasuk wilayah pesisir dan laut. Secara global, sektor akuakultur 

memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi biru (FAO, 2020). Di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara 

kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi besar dalam 

pengembangan budidaya laut, khususnya melalui sistem Keramba Jaring Apung (KJA). 

Budidaya keramba jaring apung (KJA) merupakan salah satu sektor unggulan 

perikanan Indonesia, menyumbang 34% dari total produksi perikanan budidaya 

nasional (KKP, 2023).  Dengan demikian budidaya KJA memberikan peluang ekonomi yang 

signifikan bagi masyarakat pesisir. Namun ekspansi yang tidak terkontrol serta kurangnya 

pendekatan berbasis keberlanjutan telah menimbulkan sejumlah permasalahan.  Isu-isu 

seperti penurunan kualitas air, peningkatan limbah organik, konflik pemanfaatan ruang, dan 

kerentanan sosial-ekonomi pembudidaya menjadi tantangan utama (Effendi et al., 2019).   

Teluk Lampung merupakan salah satu kawasan potensial untuk pengembangan KJA 

di Indonesia. Kawasan ini didukung oleh produktivitas perairan yang tinggi, infrastruktur 

penunjang, serta akses pasar yang memadai. Namun, peningkatan intensitas budidaya di 

wilayah ini turut memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan serta keberlanjutan 

sistem budidaya (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2023).  Menurut Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2022), aktivitas KJA berkembang pesat 

dengan luas area mencapai 250 hektar, tetapi diiringi konflik ruang dengan sektor pariwisata 

dan nelayan tradisional (Yulianto et al., 2021). 

Selain itu, aktivitas lain di Teluk Lampung seperti pelabuhan, pariwisata, lalu lintas 

kapal, dan penangkapan ikan turut memberikan tekanan terhadap kegiatan budidaya KJA. 

Aktivitas pelabuhan seperti di Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni menyebabkan 

peningkatan limbah industri dan risiko pencemaran bahan kimia di perairan. Lalu lintas kapal 

yang tinggi (sekitar 1.200 kapal per bulan menurut BPS Provinsi Lampung, 2023) juga 
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meningkatkan resiko kerusakan fisik terhadap instalasi KJA akibat gelombang dan tabrakan. 

Di sisi lain, pariwisata bahari yang berkembang di sepanjang pesisir Teluk Lampung 

mendorong terjadinya konflik pemanfaatan ruang antara zona wisata dan budidaya. 

Walaupun pakan alami KJA bersandar pada hasil sampingan tangkapan nelayan, kegiatan 

penangkapan ikan yang intensif juga memperbesar risiko degradasi stok ikan lokal dan 

interaksi negatif antara alat tangkap dan fasilitas budidaya. 

Lebih lanjut, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

(2023), terjadi penurunan produksi KJA di Teluk Lampung dari 3.850 ton pada tahun 2020 

menjadi 2.930 ton pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti 

pencemaran perairan, over kapasitas KJA, penurunan kualitas benih, serangan penyakit, serta 

keterbatasan penerapan teknologi monitoring kualitas air secara real time. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem budidaya KJA di Teluk Lampung menghadapi tekanan multipel 

baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun teknologi. 

Studi sebelumnya tentang keberlanjutan KJA umumnya terbatas pada aspek ekologi 

dan ekonomi (Purwanto et al., 2020), sementara dimensi kelembagaan (kebijakan, regulasi, 

dan partisipasi stakeholders) sering diabaikan padahal menjadi faktor kunci (Jentoft, 2007). 

Pendekatan Multi-Dimensional Scaling (MDS) melalui Rapfish mampu mengintegrasikan 

dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan secara kuantitatif (Kavanagh 

& Pitcher, 2004), sehingga cocok untuk menilai kompleksitas keberlanjutan KJA di Teluk 

Lampung. 

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai keberlanjutan budidaya KJA 

di Teluk Lampung yang mencakup lima dimensi utama, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, 

kelembagaan, dan teknologi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

perumusan strategi pengembangan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat keberlanjutan budidaya keramba jaring apung di Teluk Lampung 

ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi? 

2. Apa saja faktor dominan yang mempengaruhi keberlanjutan budidaya KJA di wilayah 

tersebut? 

3. Strategi pengembangan seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis tingkat keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung berdasarkan 

dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan sistem budidaya 

KJA. 

3. Merumuskan strategi pengembangan budidaya KJA yang berkelanjutan dan sesuai 

dengan konteks lokal Teluk Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

Secara akademik: 

 Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model analisis keberlanjutan 

multidimensi pada sistem budidaya laut. 

 Memperkaya literatur mengenai integrasi teknologi dalam sistem budidaya berkelanjutan. 

Secara praktis: 

 Menyediakan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan 

masyarakat terkait pengelolaan KJA yang berkelanjutan. 

 Menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengembangan teknologi budidaya laut 

yang efisien dan ramah lingkungan. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan 

dalam kegiatan budidaya perikanan laut. Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya 

ketimpangan antara laju pertumbuhan sektor budidaya dengan kapasitas lingkungan dan 

sosial yang menopangnya. Di samping itu, masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat 

guna turut menjadi kendala dalam pencapaian efisiensi dan keberlanjutan sistem produksi. 

Melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi 

nyata dalam perumusan strategi pengembangan KJA yang lebih adaptif dan inovatif. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut: 

 Menyediakan kerangka analisis keberlanjutan yang komprehensif untuk sistem budidaya 

KJA, mencakup dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. 
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 Menyusun strategi pengembangan budidaya laut berbasis hasil analisis keberlanjutan 

yang dapat diterapkan secara praktis. 

 Menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan inovasi teknologi di sektor budidaya 

perikanan. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
Ruang lingkup: 

 Penelitian ini difokuskan pada budidaya ikan laut menggunakan sistem keramba jaring 

apung di wilayah Teluk Lampung. 

 Kajian keberlanjutan mencakup lima dimensi utama: ekologi, ekonomi, sosial, 

kelembagaan, dan teknologi. 

 Strategi pengembangan dirumuskan berdasarkan hasil analisis keberlanjutan dan masukan 

dari pemangku kepentingan. 

Batasan penelitian: 

 Penelitian ini terbatas pada komoditas ikan laut, tidak mencakup rumput laut atau 

moluska. 

 Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder dalam rentang waktu 2013–

2025. 

 Analisis regulasi dibatasi pada kebijakan lokal dan regional yang relevan dengan 

pengelolaan KJA. 

 

1.7 Novelty 
1. Novelty dari penelitian ini adalah status keberlanjutan pengelolaan budidaya KJA di 

Perairan Teluk Lampung secara multidimensi (ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, 
dan teknologi). 

2. Merencanakan keberlanjutan budidaya KJA di lokasi baru dengan skenario dimensi 
teknologi. 
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II.  LANDASAN TEORI 
 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pengertian Perikanan Budidaya Laut 
Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau 

organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau 

akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja 

tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.  

Akuakultur secara global didefinisikan FAO (1988), sebagai “usaha budidaya 

organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tanaman air secara terkontrol yang 

bertujuan untuk meningkatkan produksi, dimiliki, dan diusahakan oleh individu atau badan 

usaha”.  Indonesia mengadopsi definisi FAO ini di mana padanan kata "akuakultur" adalah 

"budidaya ikan" yang didefinisikan sebagai “kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan 

atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol termasuk 

kegiatan transportasi, penyimpanan, pengolahan, dan pengawetan (UU Perikanan No. 

45/2009).  

Berdasarkan kata penyusunnya, budidaya perikanan tersusun dari dua kata yakni 

budidaya dan perikanan.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘budidaya’ adalah  usaha 

yang bermanfaat dan memberikan hasil,  sedangkan ‘perikanan’ adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan  penangkapan, pemeliharaan dan pembudidayaan ikan.  Oleh karena itu 

pengertian Perikanan Budidaya Laut (Marinculture) yang setelah diserap disebut ‘marikultur’ 

dapat diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan organisme laut 

menggunakan wadah tertutup atau jalur di laut untuk tujuan produksi (Gopakumar, 2015). 

Ruang lingkup budidaya laut atau marikultur berdasarkan kegiatannya mencakup 

kegiatan domestikasi, pembenihan, pendederan, pembesaran, pemanenan, pengemasan dan 

pemasaran hasil budidaya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam satu kesatuan unit usaha 

budidaya air laut atau berdiri sendiri. 

Beberapa jenis komoditas laut yang berpotensi besar untuk berhasil dibudidayakan 

dan telah eksis dibudidayakan di perairan Teluk Lampung adalah rumput laut, ikan kerapu, 
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teripang, udang vannamae, udang putih, tiram mutiara, bawal bintang, baronang, kakap, 

abalon dan kerang hijau. Menurut Widodo (2001), bahwa pemilihan spesies yang akan 

dibudidayakan minimal mempunyai karakteristik sebagai berikut, (1) memiliki laju 

pertumbuhan dan produksi yang optimal dalam kondisi dibudidayakan, (2) dapat dipijahkan 

sehingga mudah mendapatkan benih secara kontinyu, (3) dapat beradaptasi dengan asupan 

pakan buatan sehingga mudah mendapatkan nutrisi/pakan, (4). memiliki konsumen luas dan 

pasar yang baik. 

 

2.1.2  Pendekatan Pengelolaan Perikanan Budidaya Laut 
Arah pembangunan perikanan budidaya saat ini difokuskan pada pembangunan 

berbasis ekosistem atau Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) (FAO, 2010). EAA pada 

prinsipnya adalah strategi pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan yang 

berdasarkan pada tiga pilar utama yaitu: 1. Memastikan kesejahteraan masyarakat baik 

pembudidaya maupun masyarakat luas yang terkait dengan proses dan hasil perikanan 

budidaya. 2. Memastikan perlindungan lingkungan lokal, regional dan gobal yang terdampak 

secara langsung maupun tidak langsung oleh pembangunan perikanan budidaya. 3. 

Memfasilitasi konektifitas and keseimbangan keduanya, yang tentu saja disesuaikan dengan 

arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional (Hatim dkk, 2019). 

Di Indonesia, prinsip-prinsip EAA ini tercermin jelas dalam kebijakan pemerintah 

Indonesia melalui kebijakan Good Aquaculture Practice (GAP) yang diimplementasikan 

dalam Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Perbenihan Ikan yang Baik 

(CPIB), atau Cara Pengolahan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) tersirat dengan jelas arah 

pembangunan perikanan budidaya yang mendukung aktivitas budidaya dan memastikan 

bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ramah lingkungan. Program-program ini juga 

ditujukan untuk merespon permintaan luar negeri terkait sertifikasi produk-produk perikanan 

agar sesuai standar Global/Euro GAP terkait aspek mutu, keamanan pangan, tanggung jawab 

sosial serta keberkelanjutannya yang dinisiasi sejak tahun 2004. Contoh lain adalah 

perencanaan zonasi kawasan budidaya yang ada di kawasan perairan laut yang 

mengendepankan konektivitas antara hulu-hilir serta tidak tumpang tindih dengan aktivitas 

ekonomi lain. 
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2.1.3  Perikanan Budidaya Laut Berkelanjutan 
Perikanan Budidaya Berkelanjutan atau sustainable aquaculture diturunkan dari 

definisi umum "sustainability" yang berarti pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan secara bersamaan menjamin 

bahwa generasi masa depan dapat terus memanfaatkan sumber daya tersebut (WCED, 1987). 

FAO lebih jauh menjelaskan bahwa perikanan budidaya berkelanjutan tersebut harus 

memenuhi syarat tidak merusak lingkungan, secara teknis sesuai, menguntungkan secara 

ekonomi dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat pengguna. 

Ide perikanan budidaya berkelanjutan dicetuskan lebih dari 30 tahun silam 

berdasarkan pada proyeksi bahwa budidaya ikan akan menjadi tumpuan di masa depan dalam 

penyediaan sumber protein hewani dan adanya kecenderungan stagnasi produksi perikanan 

tangkap. Produksi perikanan budidaya meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan 30 

tahun lalu dan diproyeksikan menjadi dua kali lipat di tahun 2050 (Subasinghe, 2017). 

Sebagai satu aktivitas ekonomi, peningkatan produksi tentu saja akan berimbas pada 

meningkatnya pengaruh negatif perikanan budidaya baik secara ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang tidak hanya merugikan sektor lain, namun juga perikanan budidaya itu 

sendiri.  

Tidak heran jika muncul sebagian pandangan publik bahwa perikanan budidaya 

termasuk aktivitas ekonomi exploitatif yang membutuhkan energi dan sumber daya yang 

tinggi serta berpotensi menghasilkan limbah di setiap rantai produksinya (Subasinghe, 2017, 

Little et al., 2018). Untuk menjawab stigma tersebut sekaligus membangun kesadaran 

bersama dari setiap stake holder terkait, konsep perikanan budidaya berkelanjutan kemudian 

dibangun dan berevolusi sehingga diterima oleh hampir semua negara. Di Indonesia, 

perikanan budidaya berkelanjutan ditransformasikan ke dalam langkah-langkah strategis, 

pengembangan, dan preventif untuk menjamin keberlanjutan fungsinya baik secara ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 

Perspektif internasional yang saat ini dilakukan oleh Indonesia dalam mengendalikan 

pembangunan perikanan budidaya sehingga dapat berkelanjutan didasarkan pada 5 aspek 

utama (Bappenas, 2014) yaitu: 1) Input control, mengendalikan penggunaan input produksi 

seperti benih, pakan, investasi, media budidaya serta lokasi budidaya, 2) Output control, 

mengendalikan jumlah output seperti total hasil budidaya dan limbah 3) Technical measures, 

mengendalikan teknik budidaya yang dilakukan seperti penggunaan probiotik, pembatasan 

spesies hibrid, desain/konstruksi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, 4) Ecosystem 

based management, pengendalian kegiatan budidaya yang selalu mengedepankan 
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konektivitas dan keseimbangan antara kepentingan socio-ekonomi perikanan budidaya 

dengan perlindungan lingkungan, misalnya pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung 

(KJA) ketika hasil evaluasi buangan limbah melebihi ambang batas lingkungan, 5) Indirect 

economic instruments, mengendalikan instrumen ekonomi yang berdampak langsung dalam 

sistem budidaya, seperti pajak progresif dengan makin besarnya skala usaha atau subsidi 

input dan infrastuktur di wilayah dimana perikanan budidaya belum berkembang atau 

mengalami stagnasi. 

Penerapan ke-5 aspek kontrol di atas juga telah dilakukan di Indonesia meskipun 

masih dalam tahap awal dan sporadis. Salah satu alasannya adalah pelaku utama perikanan 

budidaya di Indonesia didominasi oleh pembudidaya skala kecil yang secara geografis 

tersebar, tidak terdata atau diatur dengan baik, serta cenderung mengalami exploitasi oleh 

pembudidaya besar/middle man (Rimmer et al., 2013). Bappenas (2014) mengidentifikasi 

setidaknya terdapat 24 permasalahan di sistem perikanan budidaya Indonesia yang 

terdistribusi ke dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Dari 24 

permasalahan tersebut, ketersediaan pakan, benih unggul dan penyediaan tata ruang budidaya 

yang berkelanjutan teridentifikasi sebagai permasalahan utama. 

 

2.1.4  Dimensi dan Indikator Budidaya Keramba Jaring Apung Berkelanjutan 
2.1.4.1  Dimensi Ekologi 

Dimensi ekologi merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap 

keberlanjutan akuakutur.  Kualitas lingkungan akan mempengaruhi fungsi dan peran 

ekosistem dalam melayani kehidupan didalamnya, dimana aktifitas akuakultur akan menjadi 

bagian dari unsur yang akan menentukan keseimbangan siklus alamiah dalam suatu 

ekosistem.  Prinsip pembangunan berkelanjutan menempatkan dimensi ekologi sebagai unsur 

utama dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan pembangunan. 

Untuk mewujudkan akuakultur yang berkelanjutan, setidaknya ada 3 (tiga) prinsip 

yang harus dipenuhi dalam konteks dimensi ekologi yaitu; bagaimana akuakultur menjamin 

kinerja fungsi dan layanan ekosistem, bagaimana meminimalisir dampak global yang 

ditimbulkan oleh aktifitas akuakultur, dan bagaimana meminimalisir dampak negatif 

akuakultur terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dalam suatu ekosistem. 

Dalam dimensi ekologi, Indikator yang menjadi perhatian dalam konteks mewujudkan 

budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang berkelanjutan adalah; 

a. Tingkat daya dukung perairan 

b. Ancaman terhadap perairan 
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c. Kondisi ekosistem perairan 

d. Kesesuaian perairan 

e. Kesuburan perairan 

f. Tingkat sedimentasi 

g. Serangan hama dan penyakit. 

 

a. Tingkat daya dukung perairan 

Daya dukung perairan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap status 

keberlanjutan akuakultur, sehingga dalam setiap perencanaan kegiatan akuakultur perlu 

dilakukan terlebih dahulu kajian mengenai daya dukung perairan  yang didasarkan pada 

tingkat kesesuaian perairan untuk kegiatan budidaya KJA. 

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai daya dukung lingkungan pada 

kegiatan akuakultur diantaranya adalah melalui pendekatan kapasitas perairan/lahan, dan 

pendekatan berdasarkan pendugaan beban nutrient (loading nutrient) untuk Phospor (P) dan 

Nitrogen (N).  Untuk budidaya laut, batasan persentase kapasitas perairan adalah 20% dari 

total potensi indikatif yang ada (Cocon, 2016).  

Penilaian kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya laut yang mencakup aspek 

legalitas, faktor kemudahan, faktor keamanan, dan aspek kerentanan yang mengacu pada 

baku mutu untuk kehidupan biota laut, serta acuan lain yang relevan. 

 

b. Ancaman pada perairan 

Indikator ini penting untuk mengetahui ada tidaknya resiko bencana dan cemaran 

yang akan berdampak pada kegiatan akuakultur.  Penilaian indikator ini dapat dijadikan 

acuan dini untuk upaya mitigasi yang memungkinkan untuk dilakukan.  Penilaian terhadap 

indikator ini didasarkan pada Peta Rawan Bencana dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung (RZWP3K, 2018), dan Peta Risiko Bencana 

Provinsi Lampung (BPBD Lampung, 2019).  Kerentanan kawasan budidaya laut terhadap 

cemaran mengacu pada kajian ilmiah yang pernah dilakukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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c. Kondisi ekosistem perairan 

Identifikasi kondisi ekosistem dan habitat kritis penting dilakukan untuk memastikan 

bahwa kawasan akuakultur tersebut harus terhindar dari dampak kegiatan akuakultur yang 

dapat mengganggu ekosistem dan habitat yang ada.  Penilaian indikator ini juga mencakup 

upaya pemulihan melalui rehabilitasi untuk mengembalikan kualitas ekosistem dan habitat 

yang terdegradasi akibat aktifitas akuakultur. 

Dalam penilaian indikator ini, kondisi tutupan terumbu karang dan status kerusakan 

padang lamun menjadi acuan mengingat pentingnya kedua ekosistem ini dalam menjaga 

keseimbangan kualitas perairan.  Kondisi tutupan terumbu karang diukur dengan mengacu 

pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.4 tahun 2001 tentang Kriteria Baku 

Kerusakan Terumbu Karang.  Sementara kerusakan padang lamun mengacu pada Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan 

Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. 

 

d. Kesesuaian perairan untuk budidaya KJA 

Analisis kesesuaian lahan untuk budidaya keramba jaring apung (KJA) di Teluk 

Lampung penting untuk menentukan potensi pengembangan perikanan tersebut dengan 

mempertimbangkan kondisi fisik dan kimia perairan. Berbagai penelitian di area lain 

memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan 

evaluasi kesesuaian lahan untuk KJA. 

Menurut Mustafa et al. (Mustafa et al., 2018), evaluasi kesesuaian perairan di 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat menunjukkan bahwa pengumpulan data karakteristik fisik 

perairan seperti pasang surut dan suhu sangat penting dalam menentukan potensi budidaya 

ikan dalam KJA. Hal ini sejalan dengan penelitian Anhar (Anhar, 2023), yang menekankan 

pentingnya kajian mengenai daya dukung perairan untuk memperkirakan jumlah KJA yang 

dapat dikembangkan di Teluk Sabang. Dalam kedua studi tersebut, analisis parameter fisik 

perairan (oseanografi) dan kualitas air memberikan landasan yang kuat untuk menilai 

keberlanjutan budidaya dan pemanfaatan ruang perairan secara efektif. 

Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2001) tentang kesesuaian 

dan daya dukung perairan untuk budidaya KJA, serta penelitian Estigade (2019) tentang 

pemetaan kesesuaian fisik perairan untuk budidaya KJA di Teluk Lampung digunakan 

sebagai acuan penilaian indikator kesesuaian perairan untuk budidaya KJA di Teluk 

Lampung. 
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e. Kesuburan perairan 

Indikator kesuburan perairan memainkan peranan penting dalam pendekatan Multi-

Dimensional Scaling (MDS) untuk budidaya keramba jaring apung (KJA). Kesesuaian lahan 

untuk KJA tidak hanya tergantung pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga pada kesehatan 

ekosistem perairan yang dapat diukur melalui indikator kesuburan, termasuk nutrisi dan 

kesehatan organisme akuatik. 

Indikator kesuburan perairan seperti konsentrasi klorofil-a, total nitrogen (N), dan 

total fosfor (P) merupakan elemen penting dalam menentukan status trofik suatu perairan. 

Sebagaimana dibahas oleh Khasani et al. Khasani et al. (2018), analisis menggunakan 

Trophic State Index (TSI) memungkinkan penilaian tingkat kesuburan di lokasi tersebut. TSI 

yang tinggi menunjukkan potensi pertumbuhan fitoplankton yang baik, yang merupakan 

dasar bagi kehidupan akuatik yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, dalam MDS, 

parameter-parameter ini berfungsi untuk mengkategorikan dan memetakan kualitas perairan 

yang sesuai untuk budidaya KJA. 

Dalam penelitian ini, indikator kesuburan perairan mengacu pada Hakanson and 

Bryann  (2009), yang membagi level tingkat kesuburan perairan menjadi Hypertrofic atau 

Olygotrofic, Eutrofic, dan Mesotrofic.  

 

f. Tingkat sedimentasi 

Indikator tingkat sedimentasi sangat penting untuk analisis keberlanjutan budidaya 

keramba jaring apung (KJA), terutama dalam konteks pendekatan Multi-Dimensional Scaling 

(MDS). Sedimentasi mempengaruhi kualitas air, struktur ekosistem, dan produktivitas di 

perairan tempat KJA beroperasi. 

Tingkat sedimentasi yang tinggi dapat menyebabkan pengendapan bahan organik dan 

nutrisi di dasar perairan, menciptakan kondisi anaerob dan mengurangi ketersediaan oksigen, 

yang berdampak pada kualitas air. Dalam studi oleh Syahrain et al. (2024), dampak dari KJA 

di reservoir menunjukkan bahwa sedimentasi dapat menghambat aliran air, mempengaruhi 

distribusi oksigen dan plankton yang diperlukan untuk kehidupan ikan. Kesulitan dalam 

aliran air juga dapat memperburuk kondisi habitat, akhirnya menurunkan produktivitas 

budidaya. 

Dalam konteks MDS, indikator sedimentasi memberikan ukuran langsung dari 

akumulasi material, yang mencerminkan kesehatan ekosistem perairan secara keseluruhan.  
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Dalam penelitian ini penilaian indikator tingkat sedimentasi mengacu pada (Pastorok & 

Bilyard, 1985) yaitu;  

a. Sangat berat hingga catastrophic  : > 50 mg/cm2/hari 

b. Sedang hingga berat : 10 – 50 mg/cm2/hari 

c. Ringan hingga sedang : 1 -10 mg/cm2/hari 

 

g. Serangan hama dan penyakit 

Indikator ini penting untuk melihat  sejauh mana dampak dan penanggulangannya 

terhadap kasus hama, penyakit ikan dan patogen transfer di kawasan budidaya.  Faktor hama 

dan penyakit ikan memberikan kontribusi paling tinggi terhadap kegagalan produksi 

akuakultur, seiring dengan perubahan kualitas lingkungan perairan. 

Menurut Rahardjo (2011), bahwa masuknya spesies asing ke suatu perairan tidak 

hanya melalui introduksi, namun juga dapat melalui berbagai cara yaitu ; spesies larian 

(escape species), Spesies Transplantasi (transplanted spesies), spesies perusak (nuisance 

species), dan spesies invasif (invasife species). 

Menurut Cocon (2016), kasus kejadian hama dan penyakit ikan sangat mempengaruhi 

terhadap hasil produksi budidaya, dimana tingkat eketifitas penanggulangan Hama dan 

Penyakit Ikan (HPI) sangat rendah yaitu kurang dari 50%. 

 

2.1.4.2  Dimensi Ekonomi 

Konteks dimensi ekonomi dalam mewujudkan budidaya laut yang berkelanjutan 

adalah bagaimana usaha akuakultur dapat menciptakan efisiensi, sehingga nilai tambah 

ekonomi dapat optimal dan kualitas lingkungan tetap terjaga.  Selain itu penting bagi kegiatan 

akuakultur yang dilakukan dapat memberikan efek positif terhadap ekonomi masyarakat yang 

mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, 

peningkatan daya beli dan kesempatan berusaha.  

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi pembudidaya adalah berkaitan dengan 

kesenjangan antara input sumberdaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan dengan 

output produksi dan nilai jual.  Masalah inefisensi produksi inilah yang menyebabkan 

sulitnya pembudidaya kecil untuk memperkuat kapasitas usahanya.  Oleh karena itu penting 

bagi yang berwenang untuk mebuat kebijakan yang dapat memfasilitasi kemudahan akses 

pembudidaya berdasarkan kebutuhan dan bukan berbasis kepentingan.   
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Dalam dimensi ekonomi, indikator yang menjadi perhatian dalam konteks 

mewujudkan akuakultur yang berkelanjutan adalah ; 

a. Sumber permodalan 

b. Sarana dan prasarana produksi 

c. Tingkat serapanan pasar 

d. Produktifitas budidaya 

e. Tingkat pendapatan 

f. Kontribusi terhadap PDRB  

g. Kepemilikan aset 

 

a. Sumber permodalan 

Indikator sumber permodalan memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pendekatan Multi-Dimensional Scaling (MDS) untuk budidaya keramba jaring apung (KJA). 

Ketersediaan modal yang memadai dapat menentukan kemampuan pelaku usaha dalam 

membeli sarana produksi, memilih teknologi yang tepat, dan melakukan praktik budidaya 

yang ramah lingkungan.  Modal yang kuat memberikan akses lebih besar untuk teknologi dan 

inovasi, yang memungkinkan meningkatkan efisiensi produksi pada KJA. 

Selanjutnya, akses ke sumber permodalan dapat mempengaruhi tingkat keberlanjutan 

kompetitif dari usaha budidaya. Seperti yang dijelaskan oleh Fauziyah et al., (2024), 

dukungan lembaga keuangan dan pemahaman dasar mengenai laporan keuangan dapat 

membantu pelaku UMKM dalam meraih akses permodalan, memberikan peluang yang lebih 

baik untuk mengembangkan usaha KJA. Ketersediaan informasi mengenai sumber 

permodalan yang diperlukan dalam MDS dapat membantu mengidentifikasi perbedaan dalam 

kondisi pembiayaan antara berbagai lokasi. 

Dengan memperhitungkan indikator-indikator sumber permodalan dalam analisis 

MDS, kita dapat menghasilkan model yang lebih komprehensif. Hal tersebut memungkinkan 

untuk memahami bagaimana permodalan mempengaruhi ekosistem budidaya dan bagaimana 

pengelolaan yang baik bisa mendukung pengembangan KJA yang berkelanjutan. Oleh karena 

itu, memetakan akses dan pengelolaan sumber permodalan menjadi bagian integral dari studi 

keberlanjutan budidaya di setiap lokasi. 
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b. Sarana dan prasarana produksi 

Indikator ini secara spesifik untuk melihat sejauhmana jaminan kemudahan akses 

pemenuhan kebutuhan pakan, benih ikan dan sarpras lain yang berkualitas dengan 

pembiayaan yang efisien. 

Tantangan bisnis akuakultur secara umum terkait dengan efisiensi, dimana efisiensi 

tersebut ditentukan oleh seberapa besar ongkos produksi (cost produstion) yang dikeluarkan 

dan nilai jual produk yang diterima.  Komponen cost production dalam bisnis akuakultur 

lebih dari 70% berupa pakan, disisi lain harga pakan cenderung naik dan berimbas pada 

minimnya nilai tambah keuntungan bahkan memicu in-efisensi produksi budidaya, sehingga 

berpotensi mengancam keberlanjutan usaha budidaya, apalagi 80% pembudidaya ikan 

merupakan skala kecil (Cocon, 2016). 

Sebenarnya Indonesia kaya dengan bahan baku lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai 

sumber bahan baku pakan yang efektif, yang bila mampu dioptimalkan penggunaannya maka 

pembudidaya dapat menekan biaya kebutuhan pakan.  Untuk itu implementasi dari Gerakan 

Pakan Mandiri (Gerpari) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 

tingkat pembudidaya dapat menjadi acuan bagi penilaian dari indikator ini. 

Ketersediaan benih berkualitas yang berkualitas dan kemudahan aksesnya sangat 

penting dalam menjamin keberlanjutan kegiatan akuakultur.  Ketersediaan benih yang 

berkualitas menjadi faktor pengungkit yang sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha 

akuakultur.  Dari hasil penelitian (Cocon, 2016), terhadap beberapa sentra benih diperoleh 

fakta bahwa suplai benih berkualitas belum mampu  mencukupi kebutuhan benih optimal, 

atau masih dalam kisaran 65%-80% dari total kebutuhan benih yang ada, sehingga masih 

banyak mendatangkan benih dari luar daerah. 

Pembiayaan masih menjadi masalah bagi pembudidaya, lambatnya perkembangan 

usaha akuakutur salah satunya disebabkan karena pembudidaya khususnya skala kecil masih 

terhambat oleh kepemilikan modal usaha.  Hal ini penting sebagai alat ukur untuk melihat 

sejauh mana pembudidaya memperoleh akses pembiayaan secara mudah. 

 

c. Tingkat serapan pasar 

Indikator ini untuk mengetahui besaran dan jaminan serapan pasar.  Serapan pasar 

lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk efisiensi rantai pemasaran memiliki 

dampak langsung terhadap animo masyarakat untuk melakukan kegiatan akuakultur sehingga 

pada dapat menentukan keberlanjutan pengembangan akuakultur. 
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Penelitian Anhar et al. (2020), menunjukkan bahwa pemetaan kesesuaian perairan 

tidak hanya mempertimbangkan faktor lingkungan tetapi juga bagaimana keberlanjutan 

dipengaruhi oleh permintaan pasar di berbagai tingkat. Studi lain yang diangkat oleh Kamil et 

al. (2021) menekankan MDS yang mempertimbangkan data pasar akan membantu 

pembudidaya untuk menentukan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memahami 

potensi konsumsi di pasar lokal hingga internasional, mendukung strategi pemasaran dan 

distribusi yang lebih baik. Dengan cara ini, para pembudidaya akan lebih memahami rantai 

nilai dan mengoptimalkan proses produksi untuk memenuhi permintaan pasar. 

Panjang rantai pemasaran turut mempengaruhi efisiensi usaha budidaya.  Rantai 

pemasaran yang panjang menyebabkan nilai tambah produk yang seharusnya dapat dinikmati 

oleh pembudidaya harus hilang karena rantai distribusi yang panjang dan tidak tertata dengan 

baik.  Oleh karena itu ada tidaknya kemitraan usaha secara langsung antara kelembagaan 

pembudidaya dengan industri/eksportir dapat menjadi acuan atas efisiensi rantai pemasaran 

dan jaminan pasar. 

Secara keseluruhan, indikator tingkat serapan pasar dalam pendekatan MDS sangat 

penting untuk memahami dinamika pasar yang memengaruhi pengembangan KJA. Evaluasi 

menyeluruh pada skor keberlanjutan dapat membantu meminimalkan risiko dan 

memaksimalkan peluang, baik untuk pemain lokal maupun bagi skala yang lebih besar. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan argumen yang kuat bahwa pengelolaan KJA yang 

baik harus selalu mempertimbangkan interaksi antara aspek lingkungan dan pasar. 

 

d. Produktifitas budidaya 

Indikator ini untuk mengetahui capaian hasil produksi dan dinamikanya dikaitkan 

dengan optimalisasi lahan dengan memperhatikan batasan potensi lestari yang bisa 

dimanfaatkan.  Data statistik perikanan provinsi lampung dan data Produksi Perikanan BPS 

dapat digunakan untuk menilai tingkat produktifitas budidaya laut tersebut. 

 

e. Tingkat Pendapatan 

Indikator ini merupakan bagian penting untuk menilai perubahan struktur ekonomi 

pelaku usaha akuakultur.  Suatu usaha dikatakan mampu merubah struktur ekonomi apabila 

pendapatan yang diperoleh melebihi ambang batas nilai kelayakan ekonomi dalam suatu 

daerah.  Dikatakan layak secara ekonomi apabila mampu memberikan efek terhadap 

peningkatan daya beli (kebutuhan dasar minimal).  Dalam hal ini nilai tukar pembudidaya 

ikan (NTPi) yang dapat ditelusuri dari data BPS dapat digunakan untuk menilai indikator ini. 
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Capaian nilai NTPi yang tinggi berkaitan erat dengan perubahan struktur ekonomi 

pembudidaya ke arah yang lebih baik yakni pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya 

beli masyarakat pembudidaya ikan terhadap kebutuhan dasar. 

 

f. Kontribusi terhadap PDRB 

Indikator ini untuk melihat sejauh mana kontribusi nilai ekonomi subsektor 

akuakultur terhadap PDRB, yang nantinya akan menentukan apakah akuakultur termasuk 

sebagai subsektor unggulan di daerah atau bukan, yang selanjutnya akan berhubungan erat 

dengan dukungan daerah terhadap pengembangannya. 

Secara umum, analisis kontribusi digunakan sebagai alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari sektor-sektor 

PDRB terhadap pembentukan PDRB.  Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi 

(Budiyuwono, 1996) adalah sebagai berikut : 

Pn=(QXn/Qyn)x100% 

 

Keterangan : 

Pn = Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB (%) 

QYn = PDRB total (juta rupiah) 

QXn = Sektor-sektor PDRB (juta rupiah) 

N = Tahun periode tertentu 

 

g. Kepemilikan Aset 

Dalam penelitian Marzuki (2018), indikator Kepemilikan KJA merupakan atribut sensitive 

terhadap keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan kerapu di KJA pada dimensi ekonomi, 

kerena status kepemilikan modal antara orang lokal dan non lokal atau berasal dari luar 

daerah penelitian akan berpengaruh terhadap pemanfaatan ekonomi yang diperoleh dari usaha 

budidaya.  

 

2.1.4.3  Dimensi Sosial 

Akuakultur memiliki tanggungjawab dalam memperkuat peran pemberdayaan 

masyarakat, memperluas peluang kesempatan berusaha, memperkecil stratifikasi sosial 

melalui pemerataan didtribusi pendapatan, dan mendorong terlibatnya peran aktif 

kelembagaan masyarakat lokal.  Prinsip pendekatan pengelolaan akuakultur berbasis kearifan 
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lokal dengan menyertakan partisipasi masyarakat lokal menajadi bagian penting yang harus 

dilakukan dalam perencanaan akuakultur berkelanjutan (Cocon, 2016). 

Indikator utama guna mengukur seberapa jauh kegiatan budidaya dalam konteks 

dimensi sosial berperan dalam mewujudkan perikanan budidaya KJA yang berkelanjutan 

adalah; 

a. Tingkat kapasitas SDM pembudidaya 

b. Perkembangan jumlah pembudidaya/Rumah Tangga Perikanan (RTP) 

c. Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan pengembangan akuakultur 

d. Tingkat kompatibilitas antar jenis kegiatan akuakultur pada satu zonasi 

e. Frekuensi kejadian konflik dalam pemanfaatan ruang 

 

a. Tingkat SDM Pembudidaya 

Kapasitas sumber daya manusia adalah indikator untuk mengukur sejauh mana 

komposisi pembudidaya dilihat dari pendidikan, pengalaman dan skill dalam penguasaan 

teknologi budidaya.   

Pendidikan penting karena berkaitan erat dengan kemampuan pembudidaya dalam 

menangkap informasi teknologi yang cenderung dinamis.  Tingkat pendidikan juga dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana akses pendidikan telah mampu dijangkau dengan 

baik oleh pembudidaya. 

Pengalaman usaha dibidang budidaya perikanan menjadi tolok ukur seberapa jauh 

pembudidaya mampu menguasai manajemen teknis maupun non teknis dalam usaha 

budidaya perikanan.  Pengalaman yang cukup akan sangat mempengaruhi efektifitas proses 

produksi budidaya ikan. 

Penguasaan teknologi dalam hal ini adalah teknologi anjuran, yakni penerapan 

teknologi yang sesuai standar.  Lebih lanjut penerapan teknologi anjuran sangat berpengaruh 

terhadap status keberlanjutan kegiatan budidaya ikan.  

Dalam penelitian ini penilaian indikator tingkat sumberdaya manusia pembudidaya 

dilakukan dengan mangacu pada tingkat pendidikan formal masyarakat di sekitar lokasi KJA 

dengan tingkat pendidikan formal rata-rata kabupaten setempat.  

 

b. Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya 

Indikator ini sangat berkaitan dengan seberapa jauh preferensi masyarakat terhadap 

usaha budidaya perikanan, selain itu tren perkembangan jumlah rumah tangga perikanan juga 

menjadi indikator atas kondusifitas serta prospek bisnis akuakultur saat ini. 
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RTP juga dapat menunjukkan tingkat serapan tenaga kerja.  Semakin besar tenaga 

yang diserap dalam kegiatan budidaya ikan akan berpengaruh terhadap struktur ekonomi 

masyarakat khususnya bagi terjangkaunya akses terhadap kesempatan kerja (Ispikani, 2015). 

 

c. Modal Sosial 

Dalam penelitian mengenai keberlanjutan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di 

Teluk Lampung dengan pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) menggunakan metode 

RAPFISH, indikator modal sosial menjadi salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi. 

Modal sosial mencakup jaringan sosial, norma-norma yang mendukung kolaborasi, dan 

kepercayaan di antara stakeholder yang terlibat, yang semuanya berkontribusi pada 

keberhasilan dan keberlanjutan suatu praktik budidaya perikanan. 

Penelitian menunjukkan bahwa keberdayaan komunitas pembudidaya, yang diukur 

melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, 

secara langsung berhubungan dengan modal sosial (Yulianto et al., 2017).  Dalam konteks 

budidaya KJA di Teluk Lampung, komunitas yang memiliki jaringan sosial yang kuat 

cenderung lebih mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan ekonomi, 

serta lebih efektif dalam menerapkan praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan (Nababan 

et al., 2017). Bahkan, partisipasi aktif dalam organisasi lokal dan kolaborasi antar 

pembudidaya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan, selain itu 

menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sumber daya tersebut (Marzuki et al., 

2017). 

Dengan demikian, modal sosial adalah fondasi dalam keberlanjutan budidaya KJA di 

Teluk Lampung, dalam penelitian ini akan digali lebih dalam tentang kekuatan relasi sosial, 

norma kolaboratif, dan pendidikan yang berdampak pada praktik keberlanjutan ini. Sehingga 

dapat diukur kekuatan indikator modal sosial dalam mewujudkan target keberlanjutan 

budidaya KJA di Teluk Lampung. 

 

d. Infrastruktur Sosial 

Dalam penelitian mengenai keberlanjutan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di 

Teluk Lampung dengan pendekatan Multidimensional Scaling (MDS) menggunakan metode 

RAPFISH, indikator infrastruktur sosial memainkan peran yang sangat penting dalam 

mendukung kesuksesan praktik budidaya. Infrastruktur sosial mencakup berbagai jaringan 

dan sistem yang menghubungkan anggota komunitas, termasuk akses ke layanan publik, 

jaringan informasi, dan dukungan komunitas. 
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Fasilitas di darat seperti jalan, dermaga, dan penyediaan air bersih sangat integral 

dalam peningkatan infrastruktur sosial, terutama dalam konteks akses menuju Keramba 

Jaring Apung (KJA) di laut. Infrastruktur sosial ini mencakup semua fasilitas fisik dan 

layanan yang memungkinkan interaksi sosial serta mendukung aktivitas ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pertama, jalan yang baik dan dermaga yang memadai sangat penting untuk 

meningkatkan aksesibilitas ke lokasi KJA. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur 

transportasi yang baik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan 

ekonomi, termasuk budidaya perikanan dan akua-kultur (Ainsworth et al., 2023). Oleh karena 

itu, keberadaan jalan yang baik membantu nelayan dan pelaku usaha KJA untuk mengangkut 

produk mereka dengan lebih efisien, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan 

pendapatan (Noviyanti & Putra, 2023). 

Selanjutnya, pasokan air bersih juga termasuk dalam kategori infrastruktur sosial yang 

esensial untuk mendukung kegiatan budidaya KJA. Ketersediaan air bersih berpengaruh pada 

kesehatan dan kualitas hidup pembudidaya. Penelitian menunjukkan bahwa akses air bersih 

yang baik dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas masyarakat 

(Wardana, 2024). Dalam konteks KJA, kualitas air yang buruk dapat berdampak negatif pada 

keberhasilan budidaya ikan, sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan keberlanjutan praktik ini (Widyastuti et al., 2023). 

Dari perspektif sosial, keberadaan fasilitas-fasilitas ini mendemonstrasikan 

keterhubungan yang kuat antara infrastruktur fisik dengan kualitas hidup dan aktivitas 

komunitas. Infrastruktur sosial bukan hanya aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan jaringan 

sosial yang terbentuk, yang memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi dalam 

meningkatkan praktik budidaya dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka (Warsono & 

Hayati, 2023). 

Lebih lanjut, studi oleh Widyastuti et al. menegaskan pentingnya pengembangan 

infrastruktur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, yang 

berujung pada peningkatan kualitas kehidupan secara keseluruhan (Widyastuti et al., 2023). 

Ketika masyarakat mempunyai akses yang baik ke fasilitas-fasilitas sosial tersebut, mereka 

lebih mungkin berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang berkontribusi pada 

aspek keberlanjutan kegiatan KJA di Teluk Lampung. 

Dengan demikian, infrastruktur sosial seperti jalan, dermaga, dan akses air bersih 

sangat esensial dalam mendukung keberlanjutan budidaya KJA. Pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur ini harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat meningkatkan 
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kesejahteraan mereka dan menjamin keberlanjutan praktik budidaya yang semakin penting di 

masa depan. 

 

e. Frekuensi konflik kepentingan 

Frekuensi kejadian konflik dalam pemanfaatan ruang adalah faktor yang sensitif  dan 

sangat berpengaruh terhadap status keberlanjutan kegiatan budidaya di suatu kawasan/zona.  

Hal ini menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan ruang antar zonasi perlu mendapat 

perhatian mengingat karakteristik wilayah perairan bersifat open access dan dianggap sebagai 

common property. 

Guna mengandalikan frekuensi konflik dalam pemanfaatan ruang maka perlu 

dilakukan konsisten dalam penerapan regulasi perencanaan ruang, konsisten dengan 

penerapan pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi (ICZM), pendekatan pengelolaan 

ruang berbasis ekosistem, serta pelibatan kelembagaan lokal.   

Mengacu pada Pitcher and Preikshot (2001), Nikijuluw (2002), penilaian atribut 

frekuensi terjadinya  konflik kepentingan dilakukan dengan mendasarkan pada peristiwa 

konflik selama 5-10 tahun terakhir, kemudian dikategorikan;  Tinggi (>1 kali setahun), 

Sedang (1 kali setahun), Rendah (1-2 kali 5 tahun), dan Hampir tidak pernah terjadi. 

 

f. Ketersediaan tenaga kerja 

Menurut Marzuki (2018), Ketersediaan tenaga kerja budidaya merupakan atribut 

sensitive terhadap keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan kerapu di KJA pada dimensi 

sosial, karena keberhasilan usaha budidaya harus didukung oleh ketersediaan tenaga teknisi 

budidaya. Pelaku usaha budidaya ikan kerapu jarang menggunakan sumber daya manusia  

lulusan yang berasal institusi pendidikan yang berbasis kelautan dan perikanan di wilayah 

penelitian, atau dengan kata lain hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki kompetensi 

di bidang budidaya ikan kerapu di KJA.  Lebih lanjut dalam penilaian indikator ketersediaan 

tenaga kerja ini diklasifikasikan berdasarkan kompetensi teknisnya dalam kegiatan budidaya 

yaitu: Tidak tersedia, Tersedia dan Kompetensi Rendah,  Tersedia dan Kompetensi Tinggi 

(Teknisi Ahli). 

 

g. Kondisi sosial masyarakat. 

Dalam penelitian mengenai keberlanjutan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) di 

Teluk Lampung, atribut kondisi sosial masyarakat yang diukur dengan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran berperan signifikan dalam menentukan keberlanjutan produksi KJA. 
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Kondisi sosial ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan masyarakat 

dalam mengadopsi dan mempertahankan praktik budidaya yang berkelanjutan. 

Tingkat kemiskinan seringkali berkorelasi dengan kemampuan masyarakat untuk 

mengakses modal, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk praktik budidaya yang 

efisien. Penelitian oleh Sinaga et al. menunjukkan bahwa kemiskinan di Kepulauan Nias 

berhubungan dengan rendahnya pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran, yang 

menghambat akses mereka terhadap edukasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan 

keterampilan dalam budidaya perikanan. Demikian pula, tingginya tingkat kemiskinan dapat 

menyebabkan masyarakat tidak mampu berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi yang 

penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor perikanan. 

Pengangguran juga memiliki dampak yang signifikan. Tingkat pengangguran yang 

tinggi berarti bahwa banyak individu dalam masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan 

yang stabil, sehingga mereka cenderung menghadapi risiko lebih besar dalam berinvestasi 

pada kegiatan budidaya. Penelitian oleh Syahputri dan Fisabilillah menunjukkan adanya 

hubungan positif antara tingkat pengangguran dan kemiskinan, di mana pengangguran dapat 

meningkatkan tekanan ekonomi pada masyarakat yang sudah berstatus miskin, sehingga 

mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi seperti budidaya KJA (Ainsworth et 

al, 2023). Ketidakstabilan ekonomi ini tentunya dapat mengganggu keberlanjutan budidaya 

KJA. 

Di sisi lain, keadaan sosial ekonomi yang baik dengan pengurangan tingkat 

kemiskinan dan pengangguran dapat memberikan fondasi yang kuat bagi praktik budidaya 

yang berkelanjutan. Seperti dijelaskan oleh Khaswarina, keberhasilan sektor pertanian dan 

perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika 

masyarakat memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun pengetahuan, 

mereka lebih siap untuk menerapkan praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan (Franco-

Meléndez et al, 2021). 

Atribut kondisi sosial masyarakat yang diwakili oleh kemiskinan dan pengangguran 

memiliki pengaruh yang langsung dan signifikan terhadap keberlanjutan budidaya KJA di 

Teluk Lampung. Oleh karena itu, penanganan isu-isu sosial dan ekonomi menjadi sangat 

krusial dalam upaya mencapai keberlanjutan di sektor perikanan ini. 

 

2.1.4.3  Dimensi Teknologi 

Penerapan teknologi menjadi hal penting dalam menjamin keberhasilan usaha 

budidaya perikanan.  Tantangan besar dalam usaha budidaya adalah kecenderungan 
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penurunan produktivitas akibat menurunnya daya dukung lingkungan.  Untuk menghadapi 

tantangan tersebut maka diperlukan teknologi akuakultur dengan prinsip yang berbasis daya 

dukung lingkungan, aplikatif, efisien, sesuai anjuran, dan berbasis mitigasi terhadap resiko 

bencana atau perubahan iklim.  Selanjutnya untuk mewujudkan budidaya perikanan yang 

berkelanjutan  dalam konteks dimensi teknologi hal utama yang harus dilakukan adalah 

mendorong penerapan teknologi akuakultur yang mengacu pada Best Management Practice 

(BMP) dan pengingkatan penguasaan teknologi pada setiap tahap produksi. 

 

Indikator untuk mengukur seberapa jauh prinsip pengelolaan budidaya KJA berkelanjutan 

dalam dimensi teknologi diterapkan yaitu ; 

a. Tingkat penerapan teknologi anjuran 

b. Konsistensi penerapan prinsip GAP 

c. Pengelolaan Pakan 

d. Penguasaan teknologi informasi budidaya 

e. Teknologi pembenihan 

f. Teknologi budidaya terpadu 

g. Desain dan konstruksi KJA 

 

a. Tingkat penerapan teknologi anjuran 

Teknologi anjuran merupakan rekomendasi teknologi yang sesuai dengan prinsip Best 

Management Practice (BMP) dan mengacu pada standar yang sudah ada yaitu Standar 

Nasional Indonesia (SNI) bidang pembudidayaan, standar operasional prosedur, dan petunjuk 

teknis.  Penerapan teknologi anjuran diharapkan dapat memperbaiki pola pengelolaan 

budidaya ke arah yang lebih baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.  Oleh karean itu, 

indikator penerapan teknologi anjuran ini penting untuk menilai sejauh mana pembudidaya 

telah menerapkan secara konsisten teknologi anjuran dalam setiap tahap proses produksi.  

 

b. Konsistensi penerapan prinsip GAP 

Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan GAP 

dalam setiap tahapan produksi pada suatu unit usaha budidaya ikan.  Indikator ini juga 

menjadi salah satu faktor yang paling sensitif dalam memberikan pengaruh terhadap status 

keberlanjutan akuakultur dalam konteks dimensi teknologi.  Penerapan GAP juga penting 

sebagai salah satu faktor dan syarat dalam meningkatkan daya saing produk hasil budidaya 



23 
 

laut di tingkat pasar.  Penerapan GAP diharapkan akan mewujudkan pengelolaan budidaya 

laut yang lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan seiring dengan gencarnya isu global 

tentang budidaya ramah lingkungan, jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety). 

Indikator ini untuk melihat sejauh mana kapasitas pembudidaya dalam memahami 

prinsip pengelolaan budidaya ikan yang ramah lingkungan (environmental friendly).  

Penguasaan teknologi ramah lingkungan dalam hal ini, bagaimana para pembudidaya 

memahami prinsip produksi bersih (clean production), yakni dalam hal pencegahan dan 

pengurangan output limbah budidaya melalui pemakaian input produksi yang efisien dan 

teknologi bersih (clean technology), terutama dalam hal pengelolaan limbah budidaya. 

 

c. Pengelolaan Pakan 

Pengelolaan pakan dalam budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) memiliki dampak 

signifikan terhadap kualitas perairan, terutama dalam konteks penggunaan pakan pabrikan 

berupa pelet dan pakan alami seperti ikan rucah. 

Penggunaan pakan pabrikan sering dianggap praktis dan efisien karena formulasi 

nutrisinya yang sudah terstandarisasi untuk memenuhi kebutuhan ikan, namun terdapat 

potensi pencemaran yang besar akibat limbah pakan tersebut. Sebagai referensi di perairan 

tertutup, sebuah studi di Waduk Jatiluhur menunjukkan bahwa limbah dari pakan dapat 

menyebabkan eksternalitas negatif yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas air 

(Karunia & Marinasari, 2015).  Selain itu, penelitian di Teluk Saguling mengungkap bahwa 

mayoritas pembudidaya lebih memilih menggunakan pakan pelet, yang diberikan dalam 

frekuensi tinggi, sehingga dapat menyebabkan akumulasi nutrisi di perairan dan 

meningkatkan kemungkinan terjadinya eutrofikasi (Marpaung & Junianto, 2024). 

Penggunaan pakan alami seperti ikan rucah umumnya kurang merusak kualitas air 

jika dibandingkan dengan pakan pabrikan, terutama jika dikelola dengan baik. Pakan alami 

cenderung menghasilkan limbah organik yang lebih sedikit dan dapat meningkatkan 

biodiversitas mikroorganisme di perairan, berkontribusi positif terhadap ekosistem akuatik. 

Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa pakan alami dapat memiliki efek 

yang lebih baik terhadap kualitas perairan dibandingkan pakan sintetis, dari sudut pandang 

menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi pencemaran (Ondara et al, 2018). 

Namun, efektivitas dari kedua jenis pakan tersebut tidak hanya bergantung pada 

jenisnya, tetapi juga pada manajemen pemberian pakan dan kondisi lingkungan. 

Ketidakcocokan antara jenis pakan yang diberikan dengan tingkat kebutuhan ikan atau 
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kualitas perairan dapat menyebabkan dampak buruk terhadap pertumbuhan ikan serta 

pencemaran perairan. Oleh karena itu, pemilihan pakan yang tepat serta pengelolaan yang 

bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga kualitas perairan dalam budidaya KJA 

(Fitriah et al, 2023). 

Selain itu, penelitian di Teluk Ambon menunjukkan pentingnya analisis kualitas air 

dalam pengelolaan pakan, karena kualitas air yang buruk dapat memperburuk dampak negatif 

dari limbah pakan yang diberikan, baik itu pelet atau ikan rucah (Estigade et al, 2019). 

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kualitas air serta penggunaan 

kombinasi pakan yang bijak dapat menjadi strategi untuk meningkatkan keberlanjutan 

budidaya KJA di Teluk Lampung. 

 

d. Teknologi informasi budidaya 

Pemanfaatan dan penguasaan Teknologi Informasi (TI) dalam budidaya Keramba 

Jaring Apung (KJA) di Teluk Lampung sangat penting dan mencakup berbagai aspek, 

termasuk penyediaan benih, pakan, pemasaran, serta pengendalian hama dan penyakit ikan. 

TI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam setiap tahap produksi 

aquaculture. 

Dalam hal penyediaan benih, penggunaan basis data yang terintegrasi memungkinkan 

pembudidaya untuk melakukan pemantauan dan pemilihan benih yang berkualitas baik. 

Sistem pemantauan berbasis TI dapat menyediakan informasi tentang asal muasal, kesehatan, 

dan genetika benih, yang penting untuk memastikan bahwa benih yang diberikan kepada 

kolam budidaya memiliki karakteristik terbaik untuk pertumbuhan dan ketahanan terhadap 

penyakit. Lebih lanjut, sistem pemantauan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengatur stok 

benih secara lebih efisien, sehingga mengurangi risiko overstocking yang dapat menyebabkan 

kompetisi sumber daya di antara ikan Sajid et al. (2024). 

Pakan merupakan aspek krusial dalam budidaya ikan, di mana pengelolaan pakan 

yang baik dapat menentukan keberhasilan produksi. TI memungkinkan penggunaan aplikasi 

berbasis perangkat lunak untuk manajemen pakan, yang dapat memonitor penggunaan pakan 

dan memperkirakan kebutuhan pakan secara akurat. Penelitian menunjukkan bahwa 

formulasi pakan yang tepat dapat membantu dalam pengendalian penyakit dan meningkatkan 

performa pertumbuhan ikan (Ntantali et al., 2023). Selain itu, adopsi TI dalam pelabelan 

pakan memungkinkan pembudidaya untuk mendapatkan data mengenai nutrisi dan potensi 

pencemaran dari pakan yang digunakan. 
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Ketika berbicara tentang pemasaran, penyediaan teknologi e-commerce dan platform 

digital untuk memasarkan hasil budidaya ikan memberikan akses lebih baik bagi peternak ke 

pasar yang lebih luas. Ini adalah solusi penting untuk meningkatkan pendapatan dan 

keberlanjutan operasi budidaya. Dengan adanya sistem berbasis TI, peternak dapat 

melakukan pemasaran hasil budidaya langsung kepada konsumen atau pedagang tanpa 

perantara, sehingga meningkatkan margin keuntungan. Data analitik yang dikumpulkan 

melalui TI juga dapat memberikan wawasan tentang permintaan pasar dan tren konsumsi, 

yang dapat membantu peternak dalam merencanakan produksi dengan lebih bijaksana. 

Pengendalian hama dan penyakit ikan juga dapat diperkuat dengan menggunakan TI. 

Teknologi pemantauan berbasis sensor mampu mendeteksi tanda-tanda awal penyakit, seperti 

perilaku tidak normal atau kematian ikan mendadak, sehingga memungkinkan penanganan 

yang lebih cepat. Selain itu, penggunaan konsep Precision Fish Farming (PFF) yang 

memanfaatkan berbagai teknologi, seperti sensor dan perangkat lunak untuk memantau 

kondisi lingkungan, dapat meningkatkan tanggap darurat terhadap wabah penyakit dan 

membatasi kerugian yang diakibatkan oleh serangan patogen (Su et al., 2021). 

Dalam konteks pemantauan cuaca, teknologi informasi memainkan peran penting 

untuk memperingatkan pembudidaya tentang perubahan cuaca yang bisa memengaruhi 

kegiatan budidaya. Sistem pemantauan cuaca yang terintegrasi dengan aplikasi mobile atau 

web memungkinkan para pembudidaya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai 

cuaca, termasuk prakiraan cuaca yang dapat berpengaruh pada kualitas air dan kesehatan 

ikan. Hal ini penting, terutama dalam mitigasi bencana, di mana perubahan cuaca ekstrim 

dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap hasil budidaya. Dengan adanya informasi yang 

real-time dan akurat, pembudidaya dapat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan 

bencana alam, seperti banjir atau gelombang tinggi yang dapat merusak infrastruktur KJA. 

Penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan aplikasi berbasis TI yang mengedukasi 

para pengguna tentang cara-cara mitigasi bencana yang efektif, sehingga mereka dapat 

bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat (Nurhayati & Herawati, 2018). 

 

e. Ketersediaan benih 

Ketersediaan benih merupakan salah satu komponen krusial dalam kegiatan budidaya 

Keramba Jaring Apung (KJA) yang dapat memengaruhi keberlanjutan produksi perikanan di 

Teluk Lampung. Untuk jenis-jenis ikan seperti kerapu, cobia, kakap, lobster, dan udang 

vannamei, penyediaan benih dalam jumlah yang memadai dan berkualitas tinggi sangat 

penting untuk menjamin keberhasilan budidaya. Penelitian menunjukkan bahwa benih ikan 
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kakap putih (Lates calcarifer) dapat dibudidayakan dengan siklus yang lebih cepat melalui 

teknologi sistem resirkulasi, sehingga meningkatkan efisiensi produksi benih di daerah 

tersebut Permana et al. (2019). 

Dalam konteks kerapu, permintaan akan benihnya terus meningkat seiring dengan 

popularitas ikan ini di pasar domestik dan internasional. Namun, tantangan utama yang 

dihadapi adalah ketersediaan benih yang berkualitas, yang perlu diperhatikan melalui 

kerjasama dengan hatchery yang terstandarisasi. Masyarakat pembudidaya perlu dilibatkan 

dalam pelatihan dan penyuluhan mengenai teknik pembenihan dan peningkatan kualitas 

benih (Huda et al., 2021). Di sisi lain, untuk lobster, pengelolaan benih bening juga 

mendapatkan perhatian karena saturasi pasar yang meningkat, sehingga penelitian mengenai 

karakteristik penangkapan dan pembudidayaannya perlu dilakukan untuk mendukung 

keberlanjutan. Namun, referensi yang tersedia tidak memberikan dukungan langsung pada 

pengelolaan lobster, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada isu ini. 

Terkait dengan udang vannamei, ketersediaan benih di Teluk Lampung juga perlu 

ditangani secara serius, mengingat spesies ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

ekonomi perikanan lokal. Pengelolaan hatchery yang baik dan penerapan teknologi pakan 

yang efisien dapat meningkatkan kualitas benih dan mendukung pertumbuhan dari udang ini. 

Dalam hal ini, kolaborasi dengan lembaga riset dan pemerintah juga penting untuk mengatasi 

masalah kompetisi sumber daya dan memastikan pasokan benih yang bertanggung jawab 

serta berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan industri pembenihan yang efisien sangat 

diperlukan untuk mendukung keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung. 

 

f. Teknologi budidaya terpadu 

Penerapan Teknologi Budidaya Terpadu dalam kegiatan budidaya Keramba Jaring 

Apung (KJA) di Teluk Lampung memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas 

sambil tetap menjaga keberlanjutan ekologis. Integrasi budidaya ikan, seperti kerapu, kakap, 

dan udang vannamei dengan budidaya rumput laut dapat menjadi solusi untuk 

memaksimalkan penggunaan sumber daya perairan. Sistem ini, yang dikenal sebagai 

Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), memanfaatkan hubungan simbiotik antara 

komponen-komponen akuatik, di mana ekskresi dari ikan dapat menjadi nutrisi bagi rumput 

laut, sekaligus mengurangi limbah yang dihasilkan dari budidaya ikan (Radiarta & Erlania, 

2016). 

Penggunaan teknologi IMTA di Teluk Lampung tidak hanya meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan ruang tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan akuatik. Penelitian 
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menunjukkan bahwa penambahan rumput laut dalam ekosistem budidaya dapat membantu 

kesehatan ikan, terutama kerapu dan kakap, dengan menyuplai nutrisi secara alami dan 

menjaga kebersihan lingkungan dari kelebihan nutrien yang dapat memicu eutrofikasi 

(Radiarta & Erlania, 2016; Radiarta & Erlania, 2015). Beragamnya jagat biologis ini 

berkontribusi pada ketahanan sistem budidaya terhadap ancaman eksternal, seperti perubahan 

iklim dan penyakit, sehingga budidaya menjadi lebih berkelanjutan. 

Kekerangan sebagai bagian dari budidaya terpadu juga berperan penting dalam 

memperkaya ekosistem perairan. Integrasi budidaya kerang hijau atau kerang jenis lain 

memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efektif, memberikan nilai tambah ekonomi 

bagi pembudidaya, serta mempercepat proses regenerasi lingkungan. Pengembangan 

Teknologi Budidaya Terpadu tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada 

kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan 

kerja di Teluk Lampung. 

 

g.  Desain dan konstruksi KJA 

Desain dan konstruksi Keramba Jaring Apung (KJA) sangat menentukan 

keberlangsungan dan produktivitas budidaya perikanan di laut, khususnya di Teluk Lampung. 

Kualitas material dan metode konstruksi yang digunakan harus mampu menghadapi 

tantangan lingkungan maritim, termasuk angin, arus, dan gelombang laut.  Kekuatan 

struktural KJA tidak hanya mempengaruhi daya tahan terhadap angin dan arus, tetapi juga 

berperan penting dalam mitigasi efek gelombang laut. KJA yang dirancang dengan baik akan 

memiliki sistem pemuatan dan distribusi beban yang optimal, sehingga dapat bertahan dalam 

kondisi cuaca ekstrem tanpa merusak struktur atau mengakibatkan kerugian dalam hasil 

budidaya. 

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan besi profil siku sebagai bahan alternatif 

dibandingkan dengan kayu dapat meningkatkan daya tahan KJA terhadap gaya geser dan 

momen lentur yang dihasilkan oleh kondisi perairan. Konstruksi KJA yang menggunakan 

profil besi menunjukkan daya apung yang lebih baik, yaitu 10.299,26 kg, dibandingkan 

dengan kayu yang hanya sebesar 10.263,77 kg, yang menjadikannya lebih stabil dalam 

menghadapi kondisi laut yang berubah-ubah (Sangur & Lailossa, 2022). 

Penggunaan HDPE (High-Density Polyethylene) sebagai material untuk konstruksi 

Keramba Jaring Apung (KJA) memberikan sejumlah keuntungan dalam usaha budidaya 

perikanan di laut, termasuk di Teluk Lampung. HDPE dikenal karena ketahanannya yang 

tinggi terhadap korosi dan daya tahan terhadap sinar ultraviolet (UV), serta bobot yang 
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ringan, sehingga meringankan beban struktur dan memudahkan proses instalasi. Dengan 

sifat ini, KJA berbahan HDPE diharapkan dapat lebih awet dan lebih aman dalam situasi 

perairan yang fluktuatif, seperti saat terjadi arus deras dan gelombang tinggi.  

Daya tahan KJA terhadap kekerangan di lokasi yang berair dangkal juga merupakan 

aspek penting yang perlu dioptimalkan. Dalam kondisi tersebut, desain yang 

mengintegrasikan elemen penguat, seperti jangkar berstandar tinggi, dapat mencegah 

pergerakan KJA akibat arus kuat (Anhar et al., 2020). 

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, desain dan konstruksi KJA yang berkelanjutan 

akan memungkinkan para pembudidaya untuk memaksimalkan hasilnya tanpa mengorbankan 

keamanan dan keberlanjutan ekosistem perairan. Penelitian lebih lanjut tentang material dan 

teknik konstruksi inovatif diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam 

menciptakan KJA yang tahan lama dan efisien, sehingga mendukung budidaya perikanan 

yang lebih berkelanjutan di Teluk Lampung (Sangur & Lailossa, 2022; Mustafa et al., 2018). 

Dengan berbagai dukungan teknologi dan keterlibatan masyarakat, KJA berbahan 

HDPE berpotensi menjadi alternatif yang kuat dan aman dalam praktik budidaya perikanan di 

Teluk Lampung. Ini dapat menguntungkan dari segi aspek teknis dan efektivitas biaya, serta 

dalam menciptakan lingkungan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan dan aman 

bagi semua pihak yang terlibat. 

 

2.1.4.5  Dimensi Regulasi/kelembagaan 

Regulasi dan kebijakan menjadi hal yang penting dalam memberikan arahan 

pelaksanaan konsep perikanan budidaya yang berkelanjutan, oleh karena itu ketersediaan 

regulasi sesuai kebutuhan menjadi keniscayaan.  Keberadaan regulasi juga berfungsi sebagai 

instrumen pengendali bagi stakeholder terkait dalam melakukan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya akuakultur, sehingga terwujud pengelolaan yang lebih 

bertanggungjawab dan berkelanjutan. 

Regulasi dan kebijakan dikatakan efektif jika dalam implementasinya memberikan 

perubahan ke arah kinerja pengelolaan yang lebih baik dan memberikan dampak positif dari 

aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.  Oleh kareana itu penting dalam setiap penyusunan 

regulasi dan kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat, agar kebijakan yang diambil dapat 

diimplementasikan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis. 

Aspek lain yang sangat penting dalam mewujudkan perikanan budidaya yang 

berkelanjutan adalah kelembagaan.  Kelambagaan yang kuat akan memungkinkan 
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berjalannya matarantai sistem produksi secara efisien.  Beberapa prinsip utama dalam 

mewujudkan perikanan budidaya yang berkelanjutan dalam konteks dimensi regulasi dan 

kelambagaan adalah; mendorong penerapan regulasi yang berbasis kebutuhan dan partisipasi 

masyarakat, mendorong peran dan dukungan pemangku kebijakan dalam pengembangan 

perikanan budidaya laut yang berkelanjutan, dan memperkuat peran kelembagaan dalam 

sistem produksi akuakultur serta sinergitas antar stakeholder. 

Indikator utama untuk mengukur prinsip perikanan budidaya yang berkelanjutan 

dalam dimensi regulasi dan kelembagaan adalah ; 

a. Ketersediaan peraturan formal 

b. Kelembagaan pembudidaya 

c. Kelembagaan pembenihan 

d. Dukungan pemerintahan 

e. Kelembagaan riset dan penyuluhan 

f. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan 

g. Koordinasi stakeholder 

 

a. Ketersediaan peraturan formal 

Ketersediaan peraturan formal sangat esensial dalam mendukung keberlanjutan 

budidaya KJA. Menurut Noviyanti et al. (2016), pemahaman terhadap peraturan perundangan 

yang ada merupakan faktor eksternal penting yang dapat meningkatkan kapasitas nelayan. 

Implementasi peraturan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga membentuk 

kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan 

temuan Muhammad dan Nurdjaman (2024), yang menunjukkan pentingnya kualitas 

pengelolaan kebijakan dalam penempatan keramba jaring apung untuk memastikan 

lingkungan mendukung kegiatan budidaya ikan. 

Regulasi terkait dengan perencanaan penataan ruang menjadi hal yang mendasar 

dalam memberikan arahan pemanfaatan sumberdaya alam, dimana didalamnya mengatur 

struktur dan pola ruang sebagai upaya menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. 

Secara teknis, aturan yang lebih detil mengatur bagaimana seharusnya regulasi ini 

memberikan jaminan perlindungan dan pemanfaatan ruang bagi sektor-sektor strategis 

termasuk akuakultur.  Dengan demikian regulasi terkait perencanaan penataan ruang harus 

diletakkan dalam kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan yakni dengan menjamin 

keseimbangan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. 
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Terkait dengan tata ruang laut di Provinsi Lampung, sudah diwujudkan dalam 

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil, dimana dokumen ini berlaku untuk kurun waktu 20 tahun.  Dengan demikian 

indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian usaha budidaya laut di Teluk Lampung 

dengan rencana ruang budidaya yang sudah disediakan di peraturan daerah tersebut. 

Masyarakat, dalam hal ini pembudidaya sebagai sasaran regulasi/kebijakan harus 

memahami secara utuh, karena akan mempengaruhi efektifitas implementasi 

regulas/kebijakan yang dibuat.  Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat dalam setiap 

perencanaan regulasi/kebijakan harus dilakukan bersama dengan sosialisasi yang dilakukan 

secara masif.  Regulasi dan atau kebijakan juga semestinya dilakukan melalui serangkaian 

proses kajian akademik, analisis dan manajemen resiko sehingga benar-benar telah 

terkondisikan sesuai sasaran. 

 

b. Kelembagaan pembudidaya 

Kelembagaan pembudidaya harus difasilitasi untuk menciptakan jaringan yang saling 

terhubung antara nelayan, produsen, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehabudin et al. 

(2019) menekankan pentingnya pengembangan kelembagaan dalam meningkatkan 

manajemen produk perikanan. Pertumbuhan dan efektivitas kelembagaan pembudidaya dapat 

meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan, serta melibatkan pembudidaya dalam 

pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan perikanan. 

Indikator ini untuk melihat sejauh mana kelembagaan kelompok telah terbangun 

dengan kuat dan mandiri.  Kelembagaan pembudidaya menjadi salah satu faktor yang paling 

sentral dan harus dibangun pada setiap kawasan pengembangan budidaya laut, sehingga 

keberadaannya sangat berpengaruh terhadap status keberlanjutan pengembangan perikanan 

budidaya pada umumnya.  Kelembagaan kelompok pembudidaya sangat erat kaitannya 

dengan kesinambungan usaha budidaya, karena kelembagaan yang kuat dan mandiri adalah 

pintu masuk bagi terbangunnya kemitraan usaha, kemudahan akses kebutuhan dasar, dan 

terciptanya posisi tawar (bargaining position), sehingga secara langsung akan berdampak 

terhadap tumbuh kembangnya kapasitas usaha yang dijalankan.  Secara hirarki ada 4 (empat) 

kategori tipe kelembagaan berdasarkan kualitas kelembagaannya yaitu ; kelompok 

pembudidaya pemula, lanjut, madya, dan utama. 

 

c. Kelembagaan pembenihan 
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Kelembagaan pembenihan menjadi kunci dalam menyediakan sumber daya ikan yang 

berkualitas untuk kegiatan budidaya. Penelitian oleh Hermawaty (2015) menyoroti 

pentingnya pengelolaan kelembagaan yang memadai dalam aktivitas pembenihan dan 

keramba jaring apung (KJA). Hal ini penting karena kualitas pembenihan yang buruk akan 

berdampak langsung pada hasil produksi dan keberlanjutan budidaya. 

Pentingnya kelembagaan pembenihan terletak pada kemampuannya untuk 

memproduksi benih unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Teluk Lampung. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Zulendra dan Sektiana (2022), benih unggul yang dihasilkan 

melalui proses seleksi yang ketat akan lebih tahan terhadap berbagai penyakit dan kondisi 

lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga meningkatkan tingkat kelangsungan hidup 

mereka. Selain itu, benih unggul mampu memberikan hasil panen yang lebih baik serta 

memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi para pembudidaya. 

Lebih lanjut, inovasi dalam teknologi pembenihan juga memainkan peran penting 

dalam meningkatkan kualitas benih. Warsa & Astuti (2022) mengungkapkan bahwa 

penerapan sistem budidaya ramah lingkungan seperti KJA SMART dapat mengurangi 

pencemaran dan meningkatkan kualitas benih yang dihasilkan. Dengan demikian, lembaga 

pembenihan perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam metode produksi yang ramah 

lingkungan serta efisien untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan di Teluk 

Lampung. 

Koordinasi antara pembenihan dan pembudidaya juga menjadi elemen penting dalam 

memastikan distribusi benih unggul tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Penelitian oleh 

Ridwan et al. (2022) menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara lembaga pembenihan 

dengan pembudidaya dapat memfasilitasi adopsi benih unggul dan mempercepat proses 

transfer teknologi, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem produksi budidaya KJA. Hal 

ini menunjukkan bahwa keefektifan kelembagaan tidak hanya sekedar tentang produksi, 

tetapi juga tentang bagaimana benih tersebut dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam 

praktik budidaya. 

 

d. Dukungan pemerintahan 

Dukungan pemerintah sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi budidaya. Studi oleh Kustiari dan Budiman (2023) menunjukkan bahwa pemerintah 

memiliki peran dalam menyediakan sarana yang diperlukan bagi penyuluh dan pembudidaya, 

termasuk dalam hal penyediaan informasi, pelatihan, dan kontribusi finansial yang diperlukan 

untuk mengoptimalkan hasil budidaya KJA. 
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Indikator ini untuk melihat sejauh mana dukungan secara politik yang diberikan para 

legislator terhadap kebijakan pengembangan budidaya laut.  Dukungan politik dinilai sangat 

penting karena sebuah produk regulasi dikeluarkan bersama antara eksekutif dan legislatif.  

Dukungan dan komitmen tentu akan mengarahkan keberpihakan dari berbagai aspek 

khususnya berkaitan dengan aspek legal formal dan penganggaran. 

Indikator ini untuk melihat sejauh mana komitmen pemangku kebijakan dalam 

mendorong keberlanjutan pengembangan budidaya laut.  Namun demikian, kenyataanya 

seringkali sebaik apapun regulasi yang dibuat selalu saja harus dibenturkan dengan diskresi 

dari pemangku kebijakan, semantara seharusnya antara diskresi dengan regulasi seharusnya 

sejalan.  Oleh karena itu, komitmen dan tanggungjawab pemangku kebijakan harus benar-

benar ditegakkan. 

 

e. Kelembagaan riset dan penyuluhan 

Kelembagaan riset dan penyuluhan bertugas untuk memberikan informasi berbasis 

bukti kepada pembudidaya. Penelitian oleh Aprilia et al. (2021) memberikan wawasan bahwa 

penyuluhan perikanan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pembudidaya dan hasil 

produksi mereka. Ini menunjukkan peran penting penelitian untuk mendorong inovasi dan 

adaptasi dalam praktik budidaya. 

Indikator ini untuk menilai sejauh mana ketersediaan penyuluh baik kualitas maupun 

kuantitas pada suatu kawasan pengembangan akuakultur.  Peran penyuluh menjadi sangat 

sentral sebagai media dalam memberikan fasilitasi terhadap kemudahan akses informasi 

berkaitan dengan pengelolaan usaha budidaya yang dibutuhkan para pembudidaya.  

Sementara itu kelembagaan litbang dapat dipandang sebagai agen perubahan positif terhadap 

kinerja pengembangan perikanan budidaya.  Oleh karena itu hasil-hasil inovasi teknologi 

harus memenuhi 5 (lima ) syarat yakni aplikatif, efektif, efisien, adaptif, dan sesuai 

kebutuhan dan perkembangan pasar. 

 

f. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan 

Partisipasi masyarakat menjadi landasan dalam mendukung kebijakan berkelanjutan 

dalam budidaya. Penelitian oleh Yolanda et al. (2022) membuktikan bahwa ketika 

masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung untuk 

mendukung kebijakan yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini 

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi 

juga meningkatkan keberlanjutan praktik budidaya. 
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Indikator ini untuk melihat sejauh mana keterlibatan atau partisipasi masayarakat dala 

perencanaan sebuah kebijakan di bidang perikanan budidaya.   Keterlibatan masyarakat 

dengan menjadikannya subyek pembangunan sangatlah penting , mengingat program 

kebijakan yang diambil akan menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat yang 

dalam hal ini adalah pembudidaya ikan sebagai pelaku utama pembangunan perikanan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kartasasmita (2003), yang menyatakan kritik 

terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan dari 

atas (top down) dan masyarakat tinggal melaksanakan.  Proses perencanaan program tidak 

melalui suatu penjajagan kebutuhan (need asssesment) masyarakat, tetapi seringkali 

dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi, atau penelitian formal yang dilakukan 

oleh petugas atau lembaga penelitian. 

Stategi kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

pembudidaya baik yang lebih bersifat konsultatif atau sebagai bagian dalam pengambilan 

keputusan antara lain adalah ;  pelatihan perencanaan program yang berbasis pengembangan 

masyarakat, penguatan peran kelembagaan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan, 

serta kebijakan berorientasi pada sifat bottom up. 

 

g. Efektifitas kerjasama antar stakeholder. 

Koordinasi antara semua pemangku kepentingan merupakan faktor penting untuk 

mencapai keberlanjutan. Hasil penelitian oleh Zaidy et al. (2022) menunjukkan bahwa 

kolaborasi antara nelayan, lembaga penelitian, dan pemerintah meningkatkan kualitas dan 

hasil produk perikanan. Selain itu, hubungan yang baik antar stakeholder memudahkan 

pertukaran informasi dan sumber daya yang sangat diperlukan dalam praktik budidaya KJA. 

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektifitas kerjasama antar 

stakeholder dalam pengembangan perikanan budidaya.  Penguatan peran stakeholder menjadi 

mutlak, sehingga kerjasama sinergi yang dibangun akan memberikan dampak positif bagi 

knerja keberlanjutan pengembangan perikanan budidaya. 

 

h. Efektifitas kelembagaan pasar 

Kelembagaan pasar dala hal ini adalah kelembagaan yang memiliki peran sebagai 

wadah dalam memfasilitasi masyarakat pembudidaya guna mendapatkan kemudahan akses 

informasi pasar dan sekaligus sebagai buffer dalam menjamin pasar hasil produksi budidaya 

perikanan.  Kelembagaan ini bisa diperankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Usaha Bersama (KUB), dan kelembagaan 
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lainnya yang berfungsi sama.  Fenomena permasalahan terkait efisiensi rantai pemasaran dan 

jaminan pasar, seringkali menjadi masalah utama yang saat ini dihadapi sebagian besar 

masyarakat pembudidaya. 

 

2.1.5  Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) 
Budidaya ikan dengan teknik Keramba Jaring Apung (KJA) adalah salah satu teknik 

budidaya yang cukup produktif dan intensif dengan konstruksi yang tersusun dari keramba-

keramba jaring yang dipasang pada rakit terapung di perairan pantai (Sunyoto, 1994). Salah 

satu keuntungan budidaya ikan di KJA dibandingkan teknologi selain KJA yaitu, ikan dapat 

dipelihara dengan kepadatan tinggi tanpa khawatir akan kekurangan oksigen (Basyarie, 

2001), hemat perairan, tidak memerlukan pengelolaan air yang khusus, sehingga dapat 

menekan input biaya produksi, mudah dipantau, unit usaha dapat diatur sesuai kemampuan 

modal (Pongsapan et al. 2001), jumlah dan mutu air selalu memadai, tidak perlu pengolahan 

tanah, pemangsa mudah dikendalikan dan mudah dipanen (Sunyoto, 1994). 

Wardhana (1994) menyebutkan agar usaha budidaya ikan kerapu di KJA dapat 

berjalan dengan baik maka lokasi areal pembesaran ikan dimana KJA ditempatkan harus 

dikaji kesesuaiannya. Pemilihan lokasi yang tepat berkaitan erat dengan pertimbangan 

ekologis merupakan hal yang sangat menentukan mengingat kegagalan dalam pemilihan 

lokasi akan beresiko permanen dalam kegiatan produksi (Ismail et al. 1993). Selain itu, 

menurut Pramono et al. (2005) beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan 

lokasi budidaya ikan kerapu di KJA antara lain lokasi harus terhindar dari badai dan 

gelombang besar atau gelombang terus menerus, bebas dari bahan pencemaran yang 

menganggu kehidupan ikan, terhindar dari gangguan predator yang harus dihindari adalah 

hewan laut busa seperti ikan buntal dan ikan besar dan ganas yang dapat merusak KJA. 

Perairan Teluk Lampung, pada umumnya memenuhi syarat untuk lokasi budidaya 

ikan (finfish) di KJA, karena keberadaan pulau-pulau kecil di dalam maupun di mulut teluk 

menjadikan perairan Teluk Lampung terlindung dari kuatnya arus laut, dan hempasan 

gelombang. Ikan yang dibudidayakan di KJA akan tumbuh optimal pada kondisi kualitas 

perairan yang sesuai untuk pertumbuhan jenis ikan yang dibudidayakan. Secara rinci 

beberapa parameter kualitas air yang mempengaruhi pertumbuhan finfish disajikan pada 

Tabel 1. 
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2.1.6  Dampak Lingkungan Budidaya Keramba Jaring Apung 
Pengembangan budidaya KJA di perairan laut secara langsung akan berdampak pada 

ekosistem terumbu karang dibawahnya seperti tertutupnya polip-polip hewan karang oleh 

limbah budidaya KJA hingga terjadi penutupan cahaya yang masuk kedalam perairan 

ekosistem terumbu karang (Nurfiani, 2003). Di sisi lain budidaya KJA yang dalam 

pengembangannya tidak memperhatikan prinsip penataan ruang yang terpadu dan 

berkelanjutan dapat menimbulkan konflik pemanfaatan antar stakeholder sehubungan dengan 

fungsi perairan sebagai penyedia jasa transportasi, pariwisata dan lain-lain. 

Budidaya laut di KJA memerlukan perhatian dalam pengembangan yang tidak 

memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan akan menyebabkan terjadinya penurunan 

kualitas lingkungan perairan hingga kerusakan ekosistem perairan di sekitarnya. Salah satu 

penyebab penurunan kualitas lingkungan perairan teluk adalah buangan limbah budidaya 

yang mengandung bahan organik dan nutrien dari sisa pakan dan feses yang terlarut dan 

mengendap di dasar perairan (Johnsen et al. 1993). Pengkayaan bahan organik dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas budidaya dan meningkatkan mortalitas komoditas 

budidaya sebagai akibat dari kondisi sedimen di bawah wadah budidaya. 

 

Tabel 1. Parameter kualitas air untuk pertumbuhan optimal budidaya ikan laut di KJA 

Parameter Kisaran Optimal Sumber 
Ikan Kerapu   
Kecepatan Arus 
(cm/detik) 

20-50 Gufron dan Kordi (2005) ; DKP (2002) 

Batimetri (m) 15-25 DKP (2003); Radiarta et al. (2003) 
Material Dasar Perairan Sand dan rubble Radiarta et al. (2003) 
Oksigen terlarut (mg/l) <6 Bakosurtanal (1996); ; Wibisono (2005) 
Kecerahan Perairan (m) <5 DKP (2003); Radiarta et al. (2003) 
Suhu perairan (˚C) 28-30 DKP (2002) ; DKP (2003) ; Romimohtarto 

(2003) 
Salinitas (ppt) 30-35 Radiarta et al. (2003) ; SNI : 01 – 6487.3 - 

2000 
pH 6.5-8.5 Bakosurtanal (1996) ; Romimohtarto, 

(2003) 
Nitrat (mg/l) 0.9-3.2  
   
Ikan Bawal Bintang 
(Trachinotus blochii) 
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Kecepatan Arus 
(cm/detik) 

20-50 Gufron dan Kordi (2005) ; DKP (2002) 

Batimetri (m) 15-25 DKP (2003); Radiarta et al. (2003) 
Material Dasar Perairan Sand dan rubble Radiarta et al. (2003) 
Oksigen terlarut (mg/l) 4-5 Salim et al (2012) 
Kecerahan Perairan (m) >5 BSN (2000) 
Suhu perairan (˚C) 28-30 Salim et al (2012) 
Salinitas (ppt) 24-32 Salim et al (2012) 
pH 6.8-8.4 Sitta (2011) 
Nitrat (mg/l) 0.02-0.2 Dikrurahman dan Kadar (2010) 
   
Ikan Kakap Putih   
Kecepatan Arus 
(cm/detik) 

20-50 Gufron dan Kordi (2005) ; DKP (2002) 

Batimetri (m) 7-15 BSN (2000) 
Material Dasar Perairan Sand dan rubble Radiarta et al. (2003) 
Oksigen terlarut (mg/l) >5 BSN (2000) 
Kecerahan Perairan (m) >5 BSN (2000) 
Suhu perairan (˚C) 26-32 BSN (2000) 
Salinitas (ppt) 15-35 BSN (2000) 
pH 7-8.5 BSN (2000) 
Nitrat (mg/l) 0.02-0.2 Dikrurahman dan Kadar (2010) 
 

Menurut Azwar et al. (2004) hanya sekitar 70-80 % pakan yang diberikan diberikan 

untuk pertumbuhan dan sisanya yang tidak termakan berpotensi mencemari perairan. 

McDonald et al. (1996) mengungkapkan bahwa buangan limbah kegiatan perikanan 

(budidaya ikan kerapu di KJA) mengandung konsentrasi tinggi bahan organik dan nutrien, 

dari sisa pakan dan feses, sisa produksi yang terlarut ke dalam perairan sehingga menjadi 

sumber pencemar pada lingkungan sekitarnya. 

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengembangan perikanan budidaya 

tergantung pada praktek budidaya yang dilakukan, besarnya ukuran unit usaha, beban limbah 

alami maupun limbah budidaya yang dihasilkan, volume badan air, laju pergantian arus 

(flushing rate), dan karakteristik lain dari badan air (Phillips, 1985 dalam Corne and 

Whoriskey, 1993). Luas wilayah dampak pengkayaan nutrien dan bahan organik tergantung 

pada karakteristik produksi budidaya, kedalaman badan air, tofografi dasar perairan, 

keceparan arus, dan angin yang akan menentukan penyebaran pengendapan partikel, input 

organik per unit area, dan redistribusi limbah dasar (Barg, 1992; Silvert, 1992). 



37 
 

Secara prinsip, laju pergantian air oleh arus dan pasang surut berperan dalam proses 

pembuangan limbah dan memasok oksigen (Barg, 1992). Pengenceran atau penyebaran area 

dan sedimentasi dari pembuangan limbah dan dampaknya terhadap ekologi sekitar lokasi 

budidaya ditentukan oleh dinamika arus dan kedalaman badan air yang menerima beban 

limbah (Silvert, 1992; Buschman et al. 1996). 

 

2.1.7  Daya Dukung Lingkungan Perairan 
Daya dukung merupakan suatu suatu konsep dalam mengekspresikan pembatasan 

dalam pemanfaatan dan pengendalian untuk menjaga kelestarian sumberdaya sehingga 

sumberdaya dapat dikelola secara berkelanjutan. Khanna (1999) mengungkapkan bahwa daya 

dukung merupakan basis dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep daya dukung secara 

mendasar menurut Inglis et al. (2000) hubungan antara populasi dengan perubahan 

sumberdaya alam yang menopangnya. Asumsinya adalah ukuran populasi tidak lagi dapat 

ditopang oleh sumberdaya alam sehingga telah melampaui daya dukungnya. 

Daya dukung suatu perairan merupakan keadaan yang sangat dinamis karena sangat 

dipengaruhi oleh variasi temporal dan spasial faktor-faktor biaotik dan abiotik dari ekosistem 

tersebut. Savariades (2000) mengungkapkan bahwa daya dukung tidaklah tetap, namun 

berkembang sesuai dengan waktu, perkembangan serta dipengaruhi oleh teknik-teknik 

manajemen dan pengontrolan. Daya dukung lingkungan sangat erat kaitannya dengan 

kapasitas asimilasi dari lingkungan yang menggambarkan jumlah limbah yang dapat dibuang 

ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan polusi. Secara terpadu pengertian daya dukung 

adalah tingkat pemanfaatan sumberdaya alam atau ekosistem secara berkesinambungan tanpa 

menimbulkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan. 

McKindsey et al. (2006) mengungkapkan bahwa dengan mengadopsi konsep daya 

dukung menurut Inglis et al. (2000) konsep daya dukung untuk budidaya laut dapat 

dikategorikan menjadi 4 (empat) fungsi yaitu: (1) daya dukung fisik, merupakan luas 

maksimum areal perairan budidaya laut yang dapat diabsorbsi oleh suatu kawasan tanpa 

menyebabkan penurunan kualitas fisik suatu perairan; (2) daya dukung ekonomi, merupakan 

tingkat skala usaha budidaya laut yang memberikan keuntungan ekonomi maksimum secara 

berkesinambungan; (3) daya dukung ekologis, merupakan tingkat maksimum pemanfaatan 

suatu perairan yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan sebelum terjadi penurunan 

kualitas ekologis; dan (4) daya dukung sosial, merupakan tingkat pengembangan budidaya 

yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa memberikan dampak sosial bagi masyarakat. 
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Estimasi daya dukung perairan untuk menunjang budidaya ikan laut di Keramba 

Jaring Apung (KJA) merupakan ukuran kuantitatif yang akan memperlihatkan berapa ikan 

budidaya yang boleh dipelihara dalam luasan area yang ditentukan tanpa menimbulkan 

degradasi lingkungan dan ekosistem sekitarnya (Piper et al. 1982 dalam Ali, 2003). 

 

2.1.8.  Budidaya Keramba Jaring Apung di Teluk Lampung 
Di perairan Teluk Lampung, sebaran lokasi budidaya KJA tersebar di tiga wilayah 

administrasi yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten 

Pesawaran.  Berdasarkan citra Google Earth dari tahun ke tahun lokasi budidaya KJA dapat 

ditampilkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Lokasi Budidaya Keramba Jaring Apung di Teluk Lampung 

 

  

  

 
Gambar 2. Profil budidaya KJA di perairan Teluk Lampung (2013-2023) 
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Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Laut Provinsi Lampung (Perda RTRW Provinsi 

Lampung, 2023) 

 
Berdasarkan data Portal Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia (2025), selama kurun waktu 2019-2023 budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) 

mengalami penurunan produksi rata-rata sebesar 25% setiap tahun.  Luas lahan budidaya 

KJA juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 56%, diiringi dengan penurunan jumlah 

Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidya KJA rata sebesar 33% (Gambar 2.2).  Penurunan 

usaha budiaya KJA ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; ledakan populasi 

alga berbahaya (red tide), kualitas air yang menurun, konflik kepentingan area perairan, dan 

pencurian ikan. 

Menurut Estigrade et al (2019), fenomena ledakan alga yang terjadi hampir setiap 

tahun di perairan Teluk Lampung dan sering disebut red tide tersebut disebabkan oleh jenis 

alga Cochlodinium polykrikoides.  Fenomena tersebut telah menyebabkan banyak kematian 

ikan di KJA dan menimbulkan kerugian usaha pembudidaya di area budidaya KJA tersebut 

(Sitanggang, 2016).  

Penurunan kualitas air di Teluk Lampung salahsatunya dipicu oleh perubahan lahan di 

pesisir Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran 

menjadi kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, pariwisata,  pelabuhan niaga, pelabuhan 
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perikanan, tambak, pemukiman dan perhotelan.  Tekanan lingkungan terhadap perairan teluk 

Lampung terus meningkat disebabkan masuknya cemaran organik dan anorganik dari  

berbagai  kegiatan  di  kawasan pesisir yang telah terbangun termasuk limbah rumah tangga 

yang berasal dari pemukiman dalam kota (Tugiyono et al., 2015).  Kondisi  pencemaran  di  

kawasan  ini  utamanya dapat dilihat  dari  penumpukan  sampah  yang terdampar di pulau-

pulau kecil, dan terakumulasi di sepanjang pantai Kotakarang hingga Sukaraja Kota Bandar 

Lampung maupun limbah industri dan tambak di kawasan pantai yang berada di Pesawaran 

(Beritafajar, 2019). 

Pencurian ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) adalah salah satu faktor yang dapat 

mengurangi minat dan mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya KJA. Kejadian 

pencurian secara langsung menyebabkan kerugian finansial bagi pembudidaya.  Fakta 

dilapangan, pencurian ikan ini pernah dialami oleh sebagian pembudidaya KJA di Teluk 

Lampung, dan seringkali pembudidaya terpaksa mengeluarkan modal tambahan untuk 

memulai siklus budidaya mulai dari awal kembali.   Hal ini dapat menurunkan semangat 

pembudidaya dalam berusaha dan pada gilirannya akan menurunkan kapasitas produksi 

budidaya KJA. 

Berdasarkan penelitian Marzuki (2013), dapat dinyatakan bahwa kegiatan budidaya 

laut dalam hal ini KJA di perairan teluk memiliki dinamika dan permasalahan yang kompleks 

terkait dengan aktifitas di wilayah sekitar budidaya dan aktifitas budidaya itu sendiri, dimana 

aktifitas tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan dan 

teknologi yang saling berkaitan membentuk sistem yang kompleks. Dalam rangka 

mempertahankan eksistensi budidaya KJA sebagai tulang punggung produksi budidaya laut, 

maka diperlukan suatu pendekatan yang bersifat multidimensi, sehingga konsep 

pembangunan berkelanjutan yang mampu menjamin kelestarian ekosistem dengan 

memperhatikan keterbatasan kapasitas lingkungan, sehingga mampu terus-menerus 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan perekonomian daerah.  Salah satu cara 

merumuskan kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat mengakomodasi keseimbangan 

aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial agar pembangunan budidaya KJA di Teluk Lampung 

dapat berkelanjutan dapat dilakukan melalui penelitian kebijakan. 
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2.2  Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Analisis Keberlanjutan dan Strategi Pengembangan 
Perikanan Budidaya Laut di Teluk Lampung Provinsi Lampung 

 

2.3  Hipotesis 
Dengan mengamati data statistik perikanan budidaya laut selama kurun waktu 10 tahun 

terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan 2020, serta mengamati perkembangan aktifitas 

ekonomi di sekitar wilayah pesisir Teluk Lampung  yang ditandai dengan meningkatnya 

sektor pariwisata, industri, dan pelabuhan yang dapat berdampak pada peningkatan limbah 

dan konflik kepentingan di zona perairan budidaya laut, maka dapat ditarik hipotesis awal 

bahwa dimensi ekologi dan dimensi kelembagaan adalah dua dimensi yang paling tertekan 

status keberlanjutannya, sehingga perlu dirumuskan strategi dan program yang dapat 
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mengungkit status keberlanjutan dari dimensi ekologi dan kelembagaan tersebut dalam 

rangka mencapai budidaya laut yang optimal dan berkelanjutan. 
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III.  METODE PENELITIAN 
 

3.1.  Waktu dan Tempat 
Tempat penelitian adalah Teluk Lampung Provinsi Lampung, dimana ada 3 (tiga) 

kabupaten/kota yang wilayah pantainya berbatasan langsung dengan perairan Teluk Lampung 

ini yaitu; Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran 

(Gambar 4).  Waktu penelitian adalah sekitar 1 (satu) bulan, yang dilaksanakan pada bulan 

Juni 2025.  

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan data dan informasi yang menunjukkan kegiatan 

budidaya laut yang telah eksis di perairan Teluk Lampung dan berdasarkan rencana alokasi 

ruang untuk kegiatan budidaya laut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil Provinsi Lampung yang telah di sahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung. 

 

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian 



45 
 

 

3.2.  Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dalam tujuh tahap untuk mencapai tujuan penelitian yaitu : 

1. Tahap Persiapan, yaitu melakukan persiapan administrasi, dan persiapan lain untuk 

memudahkan pelaksanaan penelitian.  

2. Tahap studi kepustakaan (desk study), yaitu melakukan kajian literatur berupa jurnal, 

laporan penelitian untuk pengumpulan informasi yang relevan dengan pengelolaan 

budidaya laut di perairan Teluk Lampung. 

3. Tahap pengumpulan data, yaitu melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder 

melaui pengukuran lapangan, analisis laboratorium, penyebaran kuesioner, wawancara 

dan pendapat pakar. 

4. Tahap menganalisis kesesuaian perairan budidaya laut, yaitu melakukan analisis 

kesesuaian perairan pada Zona Budidaya Laut di Teluk Lampung sesuai alokasi ruang 

dalam RZWP3K Provinsi Lampung dan hasil penelitian sebelumnya, dengan metode 

menggunakan GIS. 

5. Tahap menganalisis daya dukung perairan budidaya laut, yaitu melakukan analisis daya 

dukung perairan berdasarkan hasil analisis kesesuaian perairan pada tahap 4 (empat). 

Analisis daya dukung berdasarkan pendekatan pengaturan ruang perairan berdasarkan 

kapasitas perairan. Hasil analisis pada tahap ini adalah luas daya dukung perairan untuk 

budidaya laut berdasarkan kapasitas perairan yang belum terpakai. 

6. Tahap menghitung nilai indeks dan status keberlajutan pengelolaan budidaya laut, yaitu 

melakukan analisis keberlanjutan dengan metode MDS menggunakan RAPFish dengan 

menggunakan nilai skor atribut lima dimensi keberlajutan.  Hasil analisis pada tahap ini 

adalah nilai indeks dan status keberlanjutan masing-masing dimensi, multidimesi dan 

atribut sensitif (leverage attribute) pengelolaan budidaya KJA.  

7. Tahap perumusan strategi pengelolaan budidaya laut berkelanjutan, yaitu menyusun 

skenario pengelolaan dan strategi pengelolaan budidaya laut berkelanjutan dengan 

berdasarkan atribut sensitive pada masing-masing dimensi keberlajutan (Legendre dan 

Legendre, 1983).  Hasil analisis pada tahap ini adalah perubahan nilai indeks dan status 
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keberlanjutan pengelolaan budidaya laut berdasarkan skenario dan rumusan strategi serta 

program pengelolaan budidaya laut berkelajutan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur strategi pengelolaan budidaya laut berkelanjutan 

 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui status keberlanjutan perikanan budidaya laut di 

Teluk Lampung berdasarkan data kondisi terkini untuk kemudian merancang strategi jangka 

pendek dan menengah bagi pengembangan berkelanjutan budidaya laut di Teluk Lampung.  
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Penelitian ini dirancang berdasarkan pendekatan untuk dapat menjawab masing-masing 

tujuan dan mensistesis hasil dari masing-masing tujuan penelitian. 

 

3.4. Kesesuaian Perairan Budidaya Laut 

Penentuan kesesuaian perairan dilakukan untuk mengetahui luas perairan yang sesuai untuk 

budidaya finfish, Crustacea, dan Clamp menggunakan keramba apung. Metode penelitian 

kesesuaian perairan merupakan pendekatan spasial dengan melakukan pengukuran langsung 

parameter kualitas air di lapangan dan analisis di laboratorium, selain dengan menggunakan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih relevan. Pendekatan spasial bermaksud untuk 

mempresentasikan dan memodelkan aspek-aspek keruangan dari suatu fenomena (Prahasta, 

2002). Kesesuaian perairan didasarkan pada kondisi kualitas air dan kondisi biofisik 

perairan serta penentuan komoditi prioritas menggunakan pendapat pakar. Berikut ini 

disajikan metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

 

3.4.1.  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1.1.  Lokasi Sampling 

Penentuan titik pengamatan dirancang berdasarkan sistem informasi geografis (SIG) (Clark 

& Hosking, 1986; Burrough & McDonnell, 1998).  Penentuan titik pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling (Nasution, 2001), yang mengacu pada fisiografi 

lokasi, interpretasi peta batimetri, peta sebaran terumbu karang dan lamun, kondisi eksisting 

budidaya agar sedapat mungkin bisa mewakili atau menggambarkan keadaan perairan 

tersebut.  Koordinat pengambilan sampel dicatat dengan bantuan Global Positioning System 

(GPS) dengan format (latitude ; longitude). Sampling dilakukan pada 20 (Dua Puluh) 

stasiun yang terdiri dari: 3 stasiun di Kota Bandar Lampung, 3 stasiun di Kabupaten 

Lampung Selatan, 14 Stasiun di Kabupaten Pesawaran. Secara rinci lokasi stasiun 

pengambilan sampel disajikan pada Gambar 5.  Waktu sampling dilakukan pada pagi hari 

dengan pertimbangan belum adanya pengaruh sinar matahari dan belum terjadinya proses 

fotosintesis di perairan. 
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Gambar 7. Lokasi Sampling Penelitian 

 

3.4.1.2  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei. Parameter fisik kualitas air 

dilakukan dengan cara pengukuran langsung secara in-situ pada titik yang telah ditentukan. 

Selanjutnya untuk parameter kimia perairan dilakukan pengambilan sampel air untuk 

dianalisis di laboratorium Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung.  Pengumpulan 

data untuk mengetahui komoditi prioritas menggunakan teknik pendapat pakar di bidang 

budidaya laut. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode desk study 

dari berbagai sumber, seperti: BPS, Instansi terkait, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi. 

Penentuan responden untuk survei pakar dilakukan dengan teknik secara sengaja (purposive 

sampling). Responden yang dipilih memiliki kepakaran dalam bidang budidaya finfish, 

lobster, dan kerang hijau di keramba apung. Beberapa pertimbangan dalam menentukan 

pakar yang dijadikan responden adalah: (a) mempunyai pengalaman yang kompeten sesuai 

dengan bidang yang dikaji; (b) memiliki reputasi, kedudukan/jabatan dalam kompetensinya 

dengan bidang yang dikaji; dan (c) memiliki kredibilitas yang tinggi, bersedia, dan atau 
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berada pada lokasi yang dikaji (Marimin, 2004). Jumlah responden pakar adalah tujuh 

responden terdiri atas unsur pemerintah, akademisi/peneliti, dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM). 

3.4.1.3   Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer yakni data yang dikumpulkan melalui metode observasi dan pengukuran 

langsung terhadap obyek penelitian di lapangan. Data primer yang digunanakan untuk 

analisis kesesuaian perairan adalah data kondisi biofisik dan kualiatas air.  

Data sekunder yang diperlukan dalam penentuan kesesuaian perairan adalah data dan peta 

batimetri, sebaran terumbu karang, peta sebaran lamun, peta zonasi wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil. Data sekunder bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, dan Universitas 

Lampung.  

 

3.5.   Analisis Keberlanjutan 
 

Tabel 2. Kriteria skoring setiap dimensi pengelolaan perikanan budidaya laut di perairan 
Teluk Lampung 

N
o 

Dimensi dan Atribut 
Skor/ 
Skala 

Penilaian 
Atribut Dasar /Acuan  

Pemberian Skor 
Baik Buruk 

A. Dimensi Ekologi 
 

    

1 Daya dukung perairan 1-10 10 1 Mengacu pada luas lahan 
yang belum terpakai dari 
luas lahan yang sesuai untuk 
budidaya KJA. 
(1) < 10% 
(4) 10-25% 
(7) 26-50% 
(10) >50% 
(Marzuki, 2018) modifikasi 

2 Ancaman pada 
perairan 

1-10 10 1 (1) Tinggi (kegiatan tidak 
terkendali) 

(4) Sedang (kegiatan cukup 
terkendali) 

(7) Rendah (kegiatan 
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terkendali) 
(10) Tidak ada ancaman 
(Marzuki, 2018) modifikasi 

3 Kondisi ekosistem 
perairan 
 

1-10 10 1 (1) Buruk 
(4) Sedang 
(7) Baik 
(10) Baik Sekali 
(Kemen LH No.4, 2001) 

4 Kesesuaian perairan 
 

1-10 10 1 (1) Tidak sesuai 
(4) Kurang sesuai 
(7) Sesuai 
(10) Sangat sesuai 

5 Kesuburan perairan 0-10 10 0 (0) Hypertrofic atau 
Olygotrofic 

(5) Eutrofic 
(10) Mesotrofic 
(Ridhawani, 2017) 
modifikasi 

6 Tingkat sedimentasi 0-10 10 0 (0) Sangat berat 
(Catastrophic >50 
mg/cm2/hari) 

(5) Sedang - berat 
(Catastrophic 10 - 50 
mg/cm2/hari) 

(10) Ringan – sedang 
(Catastrophic 1 - 10 
mg/cm2/hari) 

(Pastorok and Bilyard, 1985) 
modifikasi 

8 Frekuensi serangan 
hama dan penyakit 

1-10 10 1 (1) Gagal panen 
(4) Tinggi (>50% ikan 

terserang) 
(7) Sedang (<50% ikan 

terserang) 
(10) Tidak terserang 
(Hidayanto, 2012) 
modifikasi 

      
B. DIMENSI 

EKONOMI 
    

1 Sumber Permodalan 
 

0-10 10 0 (0) Tidak ada 
(2) Renternir 
(4) Kerjasama/bagi hasil 
(6) Mandiri 
(8) Subsidi pemerintah 
(10) Pinjaman bank 

2 Akses Sarana dan 
prasarana produksi 

0-10 10 0 (0) Sulit dan langka; 
(3) Ada tapi kurang lengkap 

dan tidak sesuai standar 
(5) Ada tapi kurang lengkap 
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tapi sesuai standar 
(8) Mudah tapi tidak sesuai 

standar; 
(10) Mudah dan sesuai 

standar. 
3 Tingkat penyerapan 

pasar 
 

0-10 10 0 (0) Lokal 
(4) Regional 
(7) Nasional 
(10) Internasional 
(Pitcher and Preiskot, 2001) 

4 Peningkatan produksi 
 

0-10 10 0 (0) Menurun 
(4) Fluktuatif dan cenderung 

menurun 
(7) Fluktuatif dan cenderung 

meningkat 
(10) Meningkat 

5 Tingkat pendapatan 
 

0-10 10 0 (0) Rugi 
(4) Impas 
(7) Menguntungkan 
(10) Sangat menguntungkan 
(Pitcher and Preiskot, 2001) 

6 Kontribusi terhadap 
PDRB  
 

0-10 10 0 (0) Rendah (<10%) 
(4) Sedang (10-20%) 
(7) Cukup tinggi (21-30%) 
(10) Tinggi (>30%) 
(Pitcher and Preiskot, 2001) 

7 Kepemilikan aset 1-10 10 1 (1) Milik non lokal (100%) 
(3) Sebagian besar milik non 

lokal 
(6) Seimbang (50%) 
(8) Sebagian besar milik 

lokal 
(10) Milik lokal (100%) 
(Pitcher and Preiskot, 2001) 
modifikasi 

      
C. DIMENSI SOSIAL     
1 Tingkat SDM 

Pembudidaya 
 

0-10 10 0 (0) Di bawah; 
(5) Relatif Sama; 
(10) Di atas 
(Marzuki, 2018) 

2 Jumlah Rumah tangga 
perikanan budidaya 
(RTP budidaya) 
 

1-10 10 1 (1) Tidak berkembang 
(4) Perkembangan lambat ( 

<10%) 
(7) Cukup berkembang (10-

30%) 
(10) Berkembang (>30%) 
(Marzuki, 2018) 

3 Interaksi sosial 
 

0-10 10 0 (0) Rendah 
(5) Sedang 
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(10) Tinggi 
4 Infrastruktur sosial 

 
0-10 10 0 (0) Rendah 

(5) Sedang 
(10) Tinggi 

5 Frekuensi konflik 
kepentingan 
 

1-10 10 1 (1) Tinggi (>1 kali setahun); 
(4) Sedang (1 kali setahun); 
(7) Rendah (1-2 kali 5 tahun) 
(10) Hampir tidak pernah 

terjadi 
6 Ketersediaan tenaga 

kerja 
0-10 10 0 (0) Tidak tersedia 

(5) Tersedia tapi kompetensi 
rendah 

(10) Tersedia dan 
kompetensi tinggi 

7 Kondisi sosial 
masyarakat 
(Pengangguran dan 
Kemiskinan) 

0-10 10 0 (0) Tinggi (>25%) 
(5) Sedang (5-25%) 
(10) Rendah (<5%) 

      
D. DIMENSI TEKNOLOGI 
1 Tingkat penerapan 

teknologi anjuran 
 

0-10 10 0 (0) Belum ada 
(5) Ada, belum optimal 
(10) Optimal 
(Yulianda et al., 2010) 

2 Konsistensi penerapan 
prinsip GAP 
 

1-10 10 1 (1) Rendah 
(4) Sedang 
(7) Cukup tinggi 
(10) Tinggi 
(WWF, 2011) 

3 Pengelolaan pakan 1-9 9 1 (1) Seluruhnya Pakan buatan 
(3) Lebih dominan pakan 

buatan 
(5) Pakan alami dan buatan 

seimbang 
(7) Lebih dominan pakan 

alami 
(9) Seluruhnya Pakan alami 

4 Pemanfaatan teknologi 
informasi 

0-10 10 0 (0) Rendah 
(5) Sedang 
(10) Tinggi 

5 Teknologi pembenihan 0-10 10 0 (0) Belum berhasil 
(4) Rendah (SR<50%) 
(7) Sedang (SR 50-75%) 
(10) Tinggi (SR>75%) 

6 Teknologi budidaya 
terpadu 

0-10 10 0 (0) Rendah 
(5) Sedang 
(10) Tinggi 

7 Desain dan kontruksi 
KJA 

0-10 10 0 (0) Tradisional 
(5) Hybrid 
(10) Modern (HDPE) 
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D Dimensi Regulasi/Kelembagaan 
1 Ketersediaan peraturan 

formal 
0-10 10 0 (0) Tidak tersedia 

(5) Tersedia dan tidak efektif 
(10) Tersedia dan Efektif 
(Nizam, 2012) 

2 Kelembagaan 
pembudidaya 
 
 
 

1-10 10 1 (1) Tidak ada; 
(4) Ada dan kurang efektif 

(<25% kebutuhan 
anggota terpenuhi) 

(7) Ada dan cukup efektif 
(25-50% kebutuhan 
anggota terpenuhi) 

(10) Ada dan berjalan efektif 
(50% kebutuhan anggota 
terpenuhi)  

(Hidayanto, 2012) 
3 Kelembagaan 

pembenihan 
 

1-10 10 1 (1) Tidak ada; 
(4) Ada dan kurang efektif 

(<50 % pembudidaya 
mendapat benih bermutu) 

(7) Ada dan cukup efektif 
(50 - 75 % pembudidaya 
mendapat benih bermutu) 

(10) Ada dan berjalan 
efiektif (>75 % 
pembudidaya mendapat 
benih bermutu) 

(Marzuki, 2018) 
4 Dukungan 

pemerintahan 
 

 

1-10 10 1 (1) Sangat rendah 
(4) Rendah 
(7) cukup 
(10) tinggi 
(Nizam, 2012) 

5 Kelembagaan riset dan 
penyuluhan 
 

1-10 10 1 (1) tidak ada 
(4) (<25 % pembudidaya 

mendapat pelayanan) 
(7) ada dan kurang efektif 

(25 - 50 % pembudidaya 
mendapat pelayanan) 

(10) ada dan berjalan efiektif 
(>50 % pembudidaya 
mendapat pelayanan) 

6 Partisipasi masyarakat 
dalam kebijakan 
 

1-10 10 1 (1) Belum ada 
(4) Ada, kurang baik 
(7) Baik 
(10) Sangat bak 
(Nikijuluw, 2002) 

7 Efektifitas kerjasama 
antar stakeholder. 

1-10 10 1 (1) Buruk 
(4) Sedang 
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(7) Cukup 
(10) Baik 
(Adriman, 2012)  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan multidimensi menggunakan metode Rapfish 

(MDS) dan perumusan strategi pengembangan menggunakan pendekatan Multi Criteria 

Decision Making (MCDM), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem budidaya keramba jaring apung (KJA) di Teluk Lampung berada pada 

kategori cukup berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan multidimensi sebesar 

63,36. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum sistem budidaya masih mampu 

berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi, namun telah menghadapi tekanan signifikan 

yang berpotensi menurunkan keberlanjutan apabila tidak dilakukan intervensi kebijakan 

dan pengelolaan yang terarah. Status cukup berkelanjutan mengindikasikan bahwa Teluk 

Lampung berada pada fase transisi yang krusial antara pemanfaatan dan konservasi. 

2. Dimensi teknologi dan ekologi merupakan dimensi paling kuat dalam menopang 

keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung. Dimensi teknologi menunjukkan 

skor keberlanjutan tinggi, bahkan pada beberapa lokasi seperti Teluk Hurun mencapai 

nilai di atas 90, yang mencerminkan keberhasilan penerapan teknologi budidaya modern, 

pengelolaan pakan, serta penerapan Good Aquaculture Practices (GAP). Sementara itu, 

dimensi ekologi berada pada kategori cukup berkelanjutan, dengan atribut paling sensitif 

berupa kesuburan perairan dan tingkat ancaman pencemaran. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa daya dukung perairan Teluk Lampung masih relatif baik, namun rentan terhadap 

tekanan sedimentasi, limbah domestik dan industri, serta eutrofikasi. 

3. Dimensi sosial dan kelembagaan merupakan faktor pembatas utama keberlanjutan 

sistem KJA di Teluk Lampung. Dimensi sosial menunjukkan kelemahan pada atribut 

kapasitas sumber daya manusia pembudidaya (skor leverage 1,91) dan ketersediaan 

tenaga kerja (2,65), meskipun ditopang oleh interaksi sosial dan infrastruktur sosial yang 

relatif lebih baik. Dimensi kelembagaan memperlihatkan skor terendah, khususnya pada 

atribut ketersediaan peraturan formal (1,41) dan efektivitas kerjasama antar stakeholder 
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(1,63), yang mencerminkan lemahnya tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. 

4. Faktor-faktor dominan yang memengaruhi keberlanjutan budidaya KJA bersifat 

multidimensi dan saling berinteraksi, meliputi: 

o Ekologi: kesuburan perairan, tingkat ancaman pencemaran, sedimentasi, serta 

frekuensi serangan penyakit; 

o Ekonomi: kontribusi KJA terhadap sektor akuakultur daerah (skor 6,99), peningkatan 

produksi (6,38), dan tingkat pendapatan pembudidaya; 

o Sosial: intensitas interaksi sosial, infrastruktur sosial, dan potensi konflik 

kepentingan; 

o Kelembagaan: dukungan pemerintah, keberadaan kelembagaan pembenihan dan 

penyuluhan, serta efektivitas kolaborasi stakeholder; 

o Teknologi: pengelolaan pakan, konsistensi penerapan GAP, dan pemanfaatan 

teknologi informasi budidaya. 

5. Hasil simulasi pengembangan KJA di perairan yang belum dimanfaatkan (Pulau 

Sebesi, Pulau Sebuku, Pantai Belebuh, Pantai Suak, dan Teluk Merak Belantung) 

menunjukkan peningkatan indeks keberlanjutan menjadi 65,91, atau meningkat sebesar 

2,5 poin dibandingkan kondisi eksisting. Peningkatan ini terutama didorong oleh 

penguatan dimensi teknologi dan perbaikan pada dimensi ekologi dan ekonomi. Namun 

demikian, simulasi juga menunjukkan potensi penurunan pada dimensi kelembagaan 

apabila pengembangan tidak disertai dengan penguatan tata kelola dan partisipasi 

masyarakat sejak tahap perencanaan. 

6. Strategi pengembangan keberlanjutan budidaya KJA di Teluk Lampung harus 

bersifat evidence-based, terintegrasi lintas dimensi, dan berbasis lokasi (site-

specific). Hasil MCDM menunjukkan bahwa dimensi ekonomi mendominasi prioritas 

program (8 dari 10 program prioritas), yang menegaskan bahwa keberlanjutan KJA 

sangat ditentukan oleh kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, 

keberlanjutan ekonomi tersebut hanya dapat bertahan apabila ditopang oleh penguatan 

sosial, kelembagaan yang partisipatif, teknologi yang ramah lingkungan, dan pengelolaan 

ekologi yang adaptif. 

Dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang 

diterapkan oleh pemerintah pusat, dimensi kelembagaan memiliki posisi strategis sebagai 

penentu efektivitas keberlanjutan sistem budidaya KJA. Secara teoretik, hal ini sejalan 
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dengan konsep institutional capacity yang menekankan bahwa kemampuan suatu sistem 

pengelolaan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya finansial, melainkan oleh 

kapasitas institusi dalam mengatur, mengoordinasikan, dan memobilisasi sumber daya yang 

ada secara efektif (Grindle & Hilderbrand, 1995; Healey, 2006). 

Dalam perspektif governance under fiscal constraint, keterbatasan anggaran justru 

menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belanja (spending-based 

governance) menuju pendekatan berbasis tata kelola (governance-based approach), di mana 

regulasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta pembagian peran yang efektif antar aktor 

menjadi instrumen utama pengelolaan (Peters, 2011; Pierre & Peters, 2020). Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kinerja dimensi kelembagaan pada sistem KJA 

di Teluk Lampung lebih disebabkan oleh lemahnya efektivitas regulasi formal, koordinasi 

antar pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, dibandingkan oleh keterbatasan 

anggaran secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan tata kelola 

kelembagaan berpotensi memberikan dampak keberlanjutan yang signifikan dengan 

biaya relatif rendah. 

Lebih lanjut, pendekatan collaborative governance menegaskan bahwa dalam sistem 

sosial-ekologis yang kompleks seperti wilayah pesisir, keberlanjutan hanya dapat dicapai 

melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga riset, terutama 

ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). 

Dalam konteks budidaya KJA di Teluk Lampung, penguatan peran kelompok pembudidaya, 

koperasi, forum komunikasi pesisir, serta sinergi dengan lembaga riset dan penyuluhan 

merupakan bentuk konkret dari kolaborasi kelembagaan yang mampu menggantikan 

keterbatasan intervensi berbasis anggaran. 

Dengan demikian, dimensi kelembagaan berfungsi sebagai institutional leverage 

yang menjembatani dan memperkuat efektivitas dimensi teknologi, ekonomi, dan 

ekologi, khususnya dalam situasi tekanan fiskal. Keberlanjutan budidaya KJA tidak 

ditentukan oleh besarnya investasi anggaran, melainkan oleh kemampuan sistem 

kelembagaan dalam menciptakan aturan main yang jelas, mendorong kepatuhan, 

memfasilitasi kolaborasi, serta memastikan bahwa intervensi berbasis teknologi dan ekonomi 

berjalan selaras dengan karakteristik lokal (site-specific governance). Temuan ini 

menegaskan bahwa strategi pengembangan keberlanjutan KJA di Teluk Lampung harus 

ditempatkan dalam kerangka tata kelola adaptif dan kolaboratif berbasis bukti ilmiah, bukan 

semata dalam logika ekspansi produksi atau belanja publik. 
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Dalam strategi pengembangan keberlanjutan budidaya KJA yang evidence-based, 

terintegrasi lintas dimensi, dan berbasis lokasi (site-specific), atribut desain dan konstruksi 

KJA perlu dipandang sebagai instrumen adaptasi teknis jangka menengah–panjang. 

Meskipun bukan atribut paling sensitif dalam analisis leverage, desain dan konstruksi KJA 

berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sistem terhadap tekanan lingkungan dan 

risiko operasional. 

Dalam kondisi keterbatasan anggaran daerah, pendekatan yang paling realistis adalah 

penerapan desain KJA secara selektif dan bertahap, disesuaikan dengan karakteristik 

perairan. Pada perairan terlindung (nearshore), penguatan KJA konvensional atau sistem 

modular dapat dilakukan tanpa perubahan total sistem, sementara pada perairan yang lebih 

terbuka (offshore), penggunaan KJA berbahan HDPE atau modular terapung menjadi lebih 

relevan untuk meningkatkan ketahanan struktur. Efektivitas penerapan desain tersebut sangat 

bergantung pada dukungan kelembagaan melalui standar teknis berbasis lokasi, peran 

lembaga riset dan penyuluhan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga 

peningkatan teknologi fisik dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan tanpa 

ketergantungan pada belanja publik yang besar. 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa rekomendasi strategis yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota terkait disarankan untuk 

menjadikan hasil analisis keberlanjutan multidimensi ini sebagai dasar dalam perumusan 

kebijakan pengelolaan dan pengembangan KJA, khususnya dengan: 

o Menetapkan pengelolaan KJA berbasis daya dukung perairan dan evaluasi 

keberlanjutan secara periodik; 

o Memperkuat regulasi formal yang mendukung kemudahan berusaha dan 

pengembangan budidaya keramba jaring apung (KJA), serta mendorong pemberian 

insentif dalam perizinan pemanfaatan ruang laut pada zona budidaya, guna 

meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan konflik antar sektor pemanfaatan. 

o Mengintegrasikan kebijakan pengembangan KJA dengan agenda ekonomi biru dan 

pembangunan pesisir berkelanjutan. 

2. Penguatan dimensi sosial dan kelembagaan perlu diprioritaskan sebagai langkah 

korektif utama, melalui: 
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o Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pembudidaya melalui pelatihan teknis, 

manajerial, dan kewirausahaan berbasis kebutuhan lokal; 

o Pembentukan dan penguatan forum komunikasi pembudidaya, masyarakat pesisir, dan 

pemangku kepentingan lainnya sebagai mekanisme mitigasi konflik dan harmonisasi 

kepentingan; 

o Penguatan peran lembaga riset, penyuluhan, dan pembenihan sebagai simpul transfer 

pengetahuan dan inovasi teknologi. 

3. Strategi ekonomi budidaya KJA hendaknya tidak hanya berorientasi pada 

peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada: 

o Peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk dan pengolahan hasil; 

o Pengembangan jejaring pemasaran, akses pasar premium, dan branding produk KJA 

Teluk Lampung; 

o Penyediaan akses permodalan dan skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi 

pembudidaya skala kecil dan menengah. 

4. Penerapan dan pemerataan teknologi budidaya ramah lingkungan perlu terus 

ditingkatkan, khususnya melalui: 

o Digitalisasi monitoring kualitas perairan dan pencatatan produksi; 

o Optimalisasi pengelolaan pakan untuk menekan beban nutrien perairan; 

o Penerapan Good Aquaculture Practices (GAP) secara konsisten sebagai standar 

minimum keberlanjutan. 

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk: 

o Mengembangkan model keberlanjutan KJA yang mempertimbangkan dinamika 

perubahan iklim dan risiko lingkungan jangka panjang; 

o Mengintegrasikan pendekatan Rapfish dengan analisis spasial dan model ekologi-

ekonomi dinamis; 

o Melakukan evaluasi longitudinal terhadap implementasi program prioritas untuk 

menilai efektivitas kebijakan secara berkelanjutan. 
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